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ABSTRAK 
Kishela Parubak (E211 12 269). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja 
Utara, xiii + 96 Halaman + 18 Gambar + 10 Tabel + 24 Pustaka (1987-2014) + 
4 lampiran. 
Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan 
dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data penduduk yang berbasis 
teknologi informasi, Pemerintah Pusat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang telah dikukuhkan dengan 
Kepres No. 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya 
disingkat SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu 
kesatuan. SIAK mulai diterapkan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara dari segi sumber daya manusia, data 
kependudukan, sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara kepada informan yang dianggap berkompetensi untuk memberikan 
informasi mengenai SIAK, juga dengan melakukan pengamatan terhadap 
pengelolaan SIAK, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara yang diukur menggunakan pendekatan proses 
yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis meliputi sumber daya manusia, data 
kependudukan, sarana dan prasarana sudah cukup efektif. Namun, masih ada 
beberapa masyarakat yang belum mengetahui mengenai SIAK yang sudah 
berbasis online. Peneliti menyarankan agar lebih meningkatkan sosialisasi 
kepada masyarakat agar efektivitas SIAK bisa berjalan lebih baik lagi. 
 
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Data Kependudukan, Sarana dan Prasarana 
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ABSTRACT 
Kishela Parubak (E211 12 269). Effectiveness of Information Systems 
Administration (SIAK) in the Department of Population and Civil 
Registration North Toraja, xiii + 96pages + 18picture + 10table + 24Library 
(1987-2014) + 4 attachements. 
To facilitate the population administration in the collection and processing 
of population data based on information technology, the Central Government 
issued a policy of Population Administration Information System, which has been 
confirmed by Presidential Decree number 88 of 2004 on the management of 
information on population administration. Population Administration Information 
System, hereinafter abbreviated SIAK is an information system that utilizes 
information and communication technologies to facilitate the management of 
information on population administration in the Operator level and the 
Implementing Agencies as a whole. SIAK began to be implemented in the North 
Toraja regency in 2010. 
Generally, this study aims to determine the effectiveness of the 
Population Administration Information System (SIAK) in the Department of 
Population and Civil Registration North Toraja in terms of human resources, 
population data, facilities and infrastructure. This study used a qualitative 
approach that is descriptive. Data collected through interviews with informants 
who are considered competent to provide information about SIAK, also by 
observing to SIAK management, documents and so on until the conclusion. 
The results showed that the overall effectiveness of the Population 
Administration Information System at the Department of Population and Civil 
Registration North Toraja measured using the approach proposed by Martani and 
Lubis which consists of human resources, population data, facilities and 
infrastructure was quite effective. However, there are still some people who do 
not know about SIAK already based online. Researchers suggest that further 
enhance the dissemination to the public so that the effectiveness SIAK could 
have gone better. 
 
Keywords: Human Resources, Population Data, Infrastructures 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA 
 
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI 
 
Nama   :  Kishela Parubak 
NIM   :  E211 12 269 
Program Studi  :  Ilmu Administrasi Negara 
Judul                           :  Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Toraja Utara 
 
Telah di periksa oleh pembimbing serta layak untuk diajukan ke Sidang ujian 
Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
                          Makassar,    Januari 
2016 
     Menyetujui : 
Pembimbing I,       Pembimbing II, 
 
 
Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si     Dra. Hj. St. 
Halwatiah, M.Si 
Nip. 19650311 1991103 2 001    Nip.  19551205 
199403 2 001 
 
Mengetahui : 
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, 
 
 
 
Dr. Hj. Hasniati, M.Si 
Nip. 19680101 199702 2 001 
 
 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
v 
 
  
vi 
 
KATA PENGANTAR  
Salam Sejahtera, 
 
Segala Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena atas berkat dan kemurahan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini tepat waktu dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Toraja Utara”.  
Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah yang diperlukan untuk 
melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sebagai wahana untuk 
melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Penulis menyadari dalam 
penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan, namun 
dengan adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga 
hambatan yang ada dapat dilalui dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini 
tentunya tidak terlepas dari doa-doa yang selama ini telah dipanjatkan untuk 
penulis, serta jasa-jasa yang tidak terhingga, terutama terima kasih kepada 
kedua orang tua penulis, papa dan mama tercinta Johny Parubak dan Alfrida. 
Terima kasih atas doa-doa yang tidak ada hentinya serta bantuan, dukungan dan 
kasih sayang yang terus diberikan serta dukungan moral dan material yang telah 
diberikan untuk ananda selama ini. Untuk adek-adek tersayangku Dwi Arisandy 
Parubak, Dendi Satrio Parubak dan Librata William Parubak terima kasih 
atas dukungan, doa dan bantuan yang tidak akan pernah ternilai yang kalian 
berikan dalam penyusunan sampai skripsi ini boleh selesai dengan baik. 
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:  
vii 
 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin 
2. Prof. Dr. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu 
Politik beserta seluruh staffnya 
3. Ibu Dr. Hj. Hasniati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP 
Universitas Hasanuddin dan bapak Drs. Nelman Edy, M.Si selaku 
Sekertaris Jurusan lmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.   
4. Ibu Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si selaku pembimbing I telah memberikan 
arahan  dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skipsi ini.  
5. Ibu Dr. Hj. St. Halwatiah, M.Si selaku Pembimbing Akademik dan 
pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan selama 
proses perkuliahan penulis serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.    
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara dan 
seluruh staffnya yang membantu penulis dalam proses penyelesaian 
skripsi ini.   
7. Para dosen Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah 
memberikan bimbingan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.   
8. Seluruh staf Akademik FISIP UNHAS dan seluruh staf Jurusan Ilmu 
Administrasi FISIP UNHAS (Kak Ina, Kak Aci, Pak Lili, Ibu Ani, dan Kak 
Ros) yang telah banyak membantu dalam  pengurusan surat-surat 
kelengkapan selama penulis kuliah.  
9. Terima Kasih kepada para sahabat seperjuangan dari smp sampai sma 
yang selalu setia mendengar curahan hati penulis dan selalu mendukung 
viii 
 
penulis dalam penyelesaian skripsi, Amy, Kemming, Rura, serta teman 
Oners 09 Zpendara semangat mengejar gelar sarjana. Dan untuk 
sahabatku Ismi Nursyahbani terima kasih sudah selalu bersedia direpoti, 
semangat skripsi. 
10. Terima kasih kepada Muid’s Family (Nuni, Nindy, Cica, Fifi, Nabila, Aby, 
Ocan) dan Geng Bayangan (Adel, Dara, Ical) yang menorehkan kisah 
kampus yang tidak akan terlupakan oleh penulis. Semangat mengejar 
gelar sarjana guys.  
11. Terima kasih kepada KKN gelombang 90 Unhas, Kecamatan Watang 
Pulu Sidrap, terkhususnya untuk teman hidup selama 2 bulan Posko 
Bangkai (Wa’i, Athi, Nisa, Heri, Nuga) semangat mengejar gelar sarjana. 
12. Teman angkatan “RELASI” (Regeneration Leader Of Administration) 
2012, terima kasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis selama 
menempuh status sebagai mahasiswi. 
13. Terima Kasih kepada kanda Prasasti 2010 dan Briliant 2011 atas proses 
selama ini, kebersamaan serta pelajaran lainnya. Dan adik-adik Record 
2013, Union 2014, dan Champion 2015 semoga kebersamaan yang  
terjalin selama ini tetap ada, dan cita-cita kita bersama dapat tercapai. 
Sukses untuk kita semua.  
14. Terima kasih kepada Humanis Fisip Unhas, KMK Unhas dan PMKO 
Fisip Unhas yang sudah memberikan wadah bagi penulis berorganisasi 
dalam kampus. 
15. Serta sahabat dan teman-teman Penulis tanpa terkecuali, yang tidak bisa 
saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuannya 
selama ini.   
ix 
 
Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak sempat penulis 
sebutkan, semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan 
yang telah diberikan kepada penulis.   
Makassar,  Februari 2016 
 
Penulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
x 
 
DAFTAR ISI 
         
 Halaman 
LEMBAR JUDUL 
ABSTRAK .............................................................................................................. i 
ABSTRACT ........................................................................................................... ii 
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................................... iii 
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ........................................................... iv 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................... v 
KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi 
DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 
DAFTAR TABEL .................................................................................................... xii 
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiii 
 
BAB I PENDAHULUAN 
I.1.   Latar Belakang ...................................................................................... 1 
I.2.   Rumusan Masalah ................................................................................ 6 
I.3.   Tujuan Penelitian .................................................................................. 6 
I.4.   Manfaat Penelitian ................................................................................ 7 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
II.1   Konsep Efektivitas ................................................................................ 8 
 II.1.1.  Pengertian Efektivitas ................................................................ 8 
 II.1.2.  Ukuran Efektivitas ...................................................................... 10 
 II.1.3.  Pendekatan Efektivitas ............................................................... 13 
II.2.  Konsep Sistem Informasi ...................................................................... 18 
II.3.  Konsep Sistem Informasi Manajemen ................................................... 19 
 II.3.1.  Elemen-Elemen Sistem Informasi Manajemen ........................... 21 
II.4. Konsep Administrasi Kependudukan ..................................................... 23 
 II.4.1. Tujuan Administrasi Kependudukan ............................................ 24 
II.5. Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan .......................... 25 
 II.5.1. Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ................. 26 
 II.5.2. Unsur-Unsur SIAK ...................................................................... 26 
 II.5.3. Komponen SIAK ......................................................................... 27 
II.6. Penelitian Terdahulu .............................................................................. 30 
II.7. Kerangka Pikir ....................................................................................... 33 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
III.1.  Pendekatan Penelitian ......................................................................... 34 
III.2.  Lokasi Penelitian .................................................................................. 34 
III.3.  Tipe dan Dasar Penelitian .................................................................... 34 
III.4.  Fokus Penelitian .................................................................................. 35 
III.5.  Informan .............................................................................................. 36 
III.6. Jenis dan Sumber Data ........................................................................ 36 
 III.6.1. Data Primer ................................................................................ 36 
 III.6.2. Data Sekunder ........................................................................... 37 
III.7. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 37 
III.8. Teknik Analisis Data ............................................................................. 38 
 
xi 
 
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .................................................................... 40 
IV.1.1 Gambaran Umum Dukcapil Toraja Utara ..................................... 40 
IV.1.2 Visi dan Misi Dukcapil Toraja Utara ............................................. 42 
IV.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dukcapil Toraja Utara .......................... 42 
IV.1.4 Struktur Organisasi Dukcapil Toraja Utara ................................... 43 
IV.1.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dukcapil  
Toraja Utara .................................................................................. 44 
 
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
V.1 Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara ....................... 52 
V.1.1 Sumber Daya Manusia ................................................................. 52 
V.1.2 Data Kependudukan ..................................................................... 57 
V.1.3 Sarana dan Prasarana .................................................................. 88 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1 Kesimpulan ........................................................................................... 92 
VI.2 Saran .................................................................................................... 92 
 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 94 
LAMPIRAN ............................................................................................................ 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR TABEL 
Halaman 
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
xii 
 
  Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 .................................................... 41 
Tabel 5.1 : Rekapitulasi Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan 
  pada Dukcapil Toraja Utara  ................................................................. 53 
Tabel 5.2 : Rekapitulasi Operator Menurut Latar Belakang Pendidikan ................. 55 
Tabel 5.3 : Kepemilikan e-KTP Tahun 2014 .......................................................... 70 
Tabel 5.4 : Kepemilikan e-KTP Tahun 2015 .......................................................... 71 
Tabel 5.5 : Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2014 ............................................. 73 
Tabel 5.6 : Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2015 ............................................. 74 
Tabel 5.7 : Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014 ............................................. 80 
Tabel 5.8 : Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2015 ............................................. 81 
Tabel 5.9 : Sarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara ..... 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR GAMBAR 
Halaman 
Gambar 2.1 : Model Skema Kerangka Pikir ...................................................... 33 
Gambar 5.1 : Log In Masuk SIAK ...................................................................... 59 
Gambar 5.2 : Menu Awal SIAK ......................................................................... 60 
Gambar 5.3 : Input Biodata ............................................................................... 60 
xiii 
 
Gambar 5.4 : Informasi yang terdapat dalam NIK ............................................. 61 
Gambar 5.5 : Pengambilan Data dari SIAK untuk Pencetakan e-KTP ............... 62 
Gambar 5.6 : Bagan Alur Penerbitan E-Ktp Bagi Yang Belum Melakukan  
Perekaman Online (Data Penduduk Belum Ada) ........................... 65 
Gambar 5.7 : Bagan Alur Penerbitan E-Ktp Bagi Yang Mengalami Perubahan  
Elemen Data (Pindah Penduduk) .................................................. 66 
Gambar 5.8 : Bagan Alur Penerbitan KK ........................................................... 68  
Gambar 5.9 : SIAK untuk Penerbitan KK .......................................................... 72 
Gambar 5.10: Penginputan Data Akta Kelahiran ............................................... 76 
Gambar 5.11: Bagan Alur Penerbitan Akta Kelahiran ........................................ 77 
Gambar 5.12: Penginputan Data Akta Kematian ............................................... 82 
Gambar 5.13: Bagan Alur Penerbitan Akta Kematian ........................................ 82 
Gambar 5.14: Penginputan Data Akta Perkawinan ............................................ 84 
Gambar 5.15: Penginputan Data Akta Perceraian ............................................. 86 
Gambar 5.16: Bagan Alur Penerbitan Akta Perceraian ...................................... 87 
Gambar 5.17: Ruangan Operator SIAK ............................................................. 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yang tergolong dalam 
salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. 
Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak 
merata. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk 
yang tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat 
sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan. 
Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak 
merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber 
permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Sama halnya 
dengan persebaran penduduk di Kabupaten Toraja Utara, yang memilki jumlah 
penduduk pada tahun 2014 sebesar 224.003 jiwa, dan hanya terpusat di Kota 
Rantepao yakni sebesar 26.458 jiwa (sumber: Toraja dalam angka 2015). 
Berbagai permasalahan ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan-
permasalahan baru di bidang kependudukan yang antara lain adalah: 
kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Keselarasan jumlah penduduk yang 
besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber daya 
manusia yang baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut 
penduduk di sebuah negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara 
jumlah penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang 
relatif rendah. 
Berkaitan dengan berbagai masalah kependudukan yang terjadi, 
pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang 
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akurat untuk membuat pemetaan yang tepat, guna menanggulangi masalah 
kependudukan tersebut. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan 
tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya 
diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga 
setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi 
kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan 
cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang 
memuaskan. 
Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan 
mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar 
yang diperlukan yaitu pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan 
mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen 
Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah 
sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk 
menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu 
sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah 
yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte 
Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat 
digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan 
yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka 
dapat dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center. 
Namun, pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai 
kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data 
kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena 
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disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Selain itu dalam 
pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan 
penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang 
membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama.  
Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini 
pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. 
Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang 
diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Berkenaan dengan hal 
tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan 
dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang 
terintegrasi dapat merealisasikan Data Base penduduk. Dengan demikian 
pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan 
pengumpulan data base penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi 
setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas 
ganda. Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan 
dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis 
teknologi informasi, Pemerintah Pusat dalam hal ini telah menyiapkan suatu 
sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau 
disingkat SIAK. 
Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden 
Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang 
disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang 
bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai 
tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah 
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khususnya Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan 
kependudukan. 
Terlihat perbedaan utama antara SIMDUK dan SIAK, terletak pada 
konsep pendistribusian server dan database data kependudukan serta jaringan 
komunikasi data yang digunakan. Ketika masih menggunakan SIMDUK, server 
dan database terdapat di masing-masing kecamatan, sehingga akan mengalami 
kesulitan ketika akan dilakukan konsolidasi data. Dengan server yang 
terdistribusi, validitas data masih rendah karena kemungkinan data ganda cukup 
besar. Selain server yang terdistribusi, SIMDUK belum menggunakan jaringan 
online seperti SIAK. Untuk proses konsolidasi membutuhkan waktu yang lama 
karena proses transaksi data saat itu masih menggunakan disket. Selain itu, 
untuk proses penerbitan akte pencatatan sipil juga masih memerlukan waktu 
yang lama karena proses input data masih dilakukan secara manual. Hal-hal 
tersebut terjadi karena belum ada standarisasi yang jelas yang diatur oleh 
pemerintah pusat. Saat masih menggunakan SIMDUK, masing-masing daerah 
mengembangkannya sesuai kebutuhannya sehingga tidak adanya keseragaman 
mengenai program yang dijelaskan. Hal tersebut mempersulit proses untuk 
mengintegrasikan data kependudukan secara nasional. 
SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan 
adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan 
pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan 
banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik 
tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan 
kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan 
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pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta 
kepentingan pembangunan lainnya.  
Dari hasil observasi lapangan, Toraja Utara mulai menerapkan sistem ini 
sejak tahun 2010. Dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kab. 
Toraja Utara. Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan 
gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kab. Toraja Utara dan 
dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi 
Pemerintah Kab. Toraja Utara. Selama ini pemerintah Kab. Toraja Utara hanya 
menggunakan data yang dihasilkan dari Kantor Statistik maupun pendataan yang 
dilakukan oleh instansi terkait lainnya.  
Dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, 
diharapkan memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat demi tercapainya efektivitas organisasi. Namun, berdasarkan 
wawancara singkat dengan salah seorang warga yang sedang mengurus akta 
kelahiran, mengaku bahwa Ia harus menunggu beberapa hari untuk dapat 
memperoleh akta kelahiran, padahal seharusnya dengan diterapkannya Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masyarakat tidak perlu menunggu 
lama sebab sistem ini sudah berbasis online. Oleh sebab itu efektivitas 
penerapan SIAK ini sendiri belum terlaksana dengan baik, dengan dijumpainya 
beberapa masalah di lapangan.  
Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai SIAK, dengan judul Evaluasi 
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang dilakukan oleh 
Puguh Adi Nugroho dan Hardi Warsono, menggunakan teori evaluasi elemen 
kebijakan publik yang terdiri dari support capacity dan value. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Ayu Astuti Faisal dengan judul Penerapan Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan 
Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, Penelitian ini menilai penerapan 
SIAK dari faktor-faktor yang mempengaruhi SIAK yaitu sarana dan prasarana, 
sumberdaya manusia dan sosialisasi.  
Penelitian ini berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Toraja Utara”. Untuk mengukur efektivitas suatu program pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara, perlu dilakukan penilaian 
terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Martani dan Lubis (1987: 
35) mengemukakan tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu 
organisasi, yakni Pendekatan Sumber (Input), Pendekatan Proses, dan 
Pendekatan Sasaran (Output). Penelitian ini berfokus pada Pendekatan Proses 
dengan melihat efektivitas pelaksanaan SIAK meliputi sumber daya manusia, 
data kependudukan, sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan teori 
yang berbeda dengan penelitian sebelumnya 
 
I.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimana efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan meliputi 
sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara? 
 
I.3. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:  
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Untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
 
I.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Akademik 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian 
yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori 
yang di dapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah 
mengenai Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
2. Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan 
guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan 
efektivitas, sehingga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
dalam diterapkan dengan baik. 
b. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi kepada masyarakat mengenai Efektivitas Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
 
 
 
 
8 
 
BAB II 
Tinjauan Pustaka 
II.1. Konsep Efektivitas 
II.1.1. Pengertian Efektivitas 
Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata 
efektif yang berarti ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, bisa diartikan 
sebagai kegiatan yang bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Jika dilihat 
dari asal katanya, efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah 
popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan. 
Selanjutnya pengertian efektivitas menurut The Liang Gie (1998: 147) 
dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi adalah sebagai besebut dikatakan 
efektif, kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang 
dikehendaki.” 
Harbani Pasolong (2007: 4), juga mengemukakan pengertian efektivitas 
sebagai berikut: 
“Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah 
ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai 
suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran 
tercapai karena adanya proses kegiatan” 
 
Sedangkan pendapat lain mengenai pengertian efektivitas sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Drucker dalam H.A.S. Moenir (2006: 166) mengenai 
efektivitas adalah: “Efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada 
sasaran (doing the right thing).” 
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Selanjutnya, Georgopolous dan Tannembaum (1985: 50), 
mengemukakan: 
“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan 
suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran 
organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar 
sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan 
masalah sasaran maupun tujuan.” 
 
Secara nyata Stoner (Kurniawan, 2005:106) menekankan pentingnya 
efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah 
kunci dari kesuksesan suatu organisasi. 
Dari berbagai pendapat mengenai pengertian efektivitas maka yang 
menjadi penekanan dari pengertian efektivitas ini berada pada pencapaian tujuan 
atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula 
dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. 
Efektivitas memiliki tiga tingkatan yang didasarkan oleh David J. Lawless 
dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997: 25-26) antara lain: 
1. Efektivitas Individu 
Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu 
yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari 
organisasi. 
2. Efektivitas Kelompok 
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja 
sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah 
kontribusi dari semua anggota kelompok. 
3. Efektivitas Organisasi 
Efektivitas organisaai terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. 
Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil 
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karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-
tiap bagiannya. 
Menurut Steers (1977), pada umumnya efektivitas dikaitkan dengan 
tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari 
keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai 
efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya 
selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan 
efektivitas seharusnya dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja. 
Steers (1977), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas 
ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan : 
(1) optimalisasi tujuan-tujuan; (2) prespektif sistem; (3) tekanan pada segi 
perilaku manusia dalam susunan organisasi.  
 
II.1.2. Ukuran Efektivitas 
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 
sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 
tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Bila 
dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan 
pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan 
jasa. 
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 
Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 
sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 
maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai 
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pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. 
Siagian (1987: 77) yaitu: 
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah 
dan tujuan organisasi dapat tercapai; 
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 
adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 
dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 
implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 
dnegan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan 
artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan 
usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 
d. Perencanaan yang matang. Pada hakekatnya berarti memutuskan 
sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana baik masih perlu 
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab 
apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 
bertindak dan bekerja; 
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator 
efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, 
dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan 
oleh organisasi; 
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu 
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 
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organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; 
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas 
organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 
pengendalian. 
Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53) dalam 
bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, 
sebagai berikut: 
1. Pencapaian Tujuan 
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus 
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian 
tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan 
dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 
factor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. 
2. Integrasi 
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus 
dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 
menyangkut proses sosialisasi. 
3. Adaptasi 
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. 
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II.1.3. Pendekatan Efektivitas 
Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan 
dalam mengukur keefektifan organisasi antara: 
1. Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997: 27-29) mengemukakan 
bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan 
tujuan dan pendekatan sistem. 
2. Robbins (1994: 58) membagi kedalam empat pendekatan dalam 
mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, 
pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan 
pendekatan nilai-nilai bersaing. 
Berikut ini akan diuraikan secara rinci keempat pendekatan dalam 
mengukur efektivitas organisasi. 
a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (The Goal Attainment Approach) 
Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, 
dan atas dasar tujuan tertentu. Dalam pendekatan tujuan ini, ketika 
organisasi itu telah mencapai tujuan yang diharapkannya, maka dapat 
dikatakan bahwa organisasi itu telah efektif. Namun demikian, agar 
pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur 
keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Pertama, 
organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan 
tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat 
dimenngerti. Ketiga , tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar 
mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan 
umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah 
tujuan-tujuan tersebut harus dapat dilukur (measureable). 
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b. Pendekatan Sistem (The System Approach) 
Pada dasarnya organisai bekerja dalam sebuah kerangka kerja 
sistem. Organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses 
transformasi dan menghasilkan keluaran (output). Pendekatan ini 
tidak hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi, karena 
ukuran seperti itu tidaklah sempurna. Sebuah organisasi dikatakan 
efektif jika organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, 
memproses masukan tersebut, dan menyalurkan keluarannya dan 
mempertahankan stabilitas dan keseimbangan dari sistem tersebut. 
Jadi, pendekatan sistem berfokus bukan pada tujuan akhir tertentu, 
tetapi pada cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. 
Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini menekankan pada 
kelangsungan hidup organisasi untuk jangka waktu panjang. 
c. Pendekatan Konstituensi-Strategis (The Strategic-Consituencies). 
Dalam pendekatan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat 
memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam 
lingkungan organisasi tersebut yaitu konstituensi yang menjadi 
pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini 
sama dengan pendekatan sistem, tetapi penekanannya berbeda. 
Keduanya memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi 
pandangan konstituensi-strategis tidak memperhatikan semua 
lingkungan organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan dari 
hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan 
hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan dan pelanggan. Masing-
masing konstituen tersebut mempunyai keinginan yang berbeda-beda. 
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Pemilik berkeinginan untuk memperoleh return on investment yang 
tinggi, karyawan akan menginginkan kompensasi yang memadai, 
pelanggan menginginkan kemampuan membayar hutang, demikian 
juga dengan pihak-pihak lainnya akan mempunyai keinginan yang 
unik. 
d. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing (The Competing –Value Approach) 
Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integrative 
dan lebih variatif, karena criteria yang dipilih dan digunakan 
tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu 
organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relative tinggi, 
maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu: 1) fleksibiltas 
versus pengendalian, 2) manusia versus organisasi, 3) proses versus 
tujuan akhir. Berdasarkan tiga perangkat dasar tersebut dapat 
digambarkan empat model nilai-nilai efektivitas, yaitu human rational 
model, open system model, rational goal model dan internal process 
model. 
Keempat pendekatan di atas hanya dapat berjalan dengan baik ketika 
dijalankan dengan sebuah manajemen yang baik pula. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Robbins (1996: 3) bahwa fungsi-fungsi manajemen memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas organisasi, yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan mencakup 
penetapan tujuan, penegakan strategi dan pengembangan rencana untuk 
mengkoordinasikan kegiatan. Pengorganisasian mencakup penetapan tugas-
tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana 
tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa dan dimana 
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keputusan harus diambil. Ketika itu dapat berjalan dengan baik, maka tentunya 
efektivitas organisasi akan tercipta.  
Untuk mengetahui efektivitas suatu program, perlu dilakukan penilaian 
terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Martani dan Lubis (1987: 
35) mengemukakan tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu 
organisasi: 
1. Pendekatan Sumber (Resource Approach) 
Pendekatan sumber mencoba mengukur efektivitas dari sisi input dan 
mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang 
dibutuhkan untuk mencapai performasi yang baik. Dengan kata lain, efektivitas 
organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam 
memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang 
bersifat langka dan nilainya tinggi. Untuk mengukur efektivitas organisasi 
pendekatan sumber mempergunakan dimensi (a) kemampuan organisasi untuk 
memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang 
bersifat langka dan nilainya tinggi; (b) kemampuan para pengambil keputusan 
dalam organisasi untuk menginterprestasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat; 
(c) kemampuan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan 
sumber-sumber yang berhasil diperoleh; (d) kemampuan organisasi dalam 
memelihara kegiatan operasional harian; (e) kemampuan organisasi untuk 
bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. 
2. Pendekatan Proses (Process Approach) 
Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan 
kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses 
internal berjalan dengan lancer, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta 
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kepuasaan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik 
dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan 
lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang 
dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi, yang 
menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. 
Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut pendekatan 
neo-klasik (human relations) dalam teori organisasi yang terutama meneliti 
hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
organisasi. 
Berbagai komponen yang menunjukkan efektivitas organisasi 
ditunjukkan pada daftar berikut ini. Setiap komponen ini diteliti dengan 
mengadakan wawancara terhadap anggota organisasi. 
a. Perhatian atasan terhadap karyawan. 
b. Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. 
c. Saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan 
pimpinan. 
d. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan. 
e. Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam 
organisasi. 
f. Adanya usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
g. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk 
mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif 
serta performansi dan pengembangan karyawan. 
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h. Organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secara baik, dan 
konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan 
organisasi.  
3. Pendekatan Sasaran (Goals Approach) 
Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas memusatkan 
perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan 
organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan 
sasaran dalam mengukur efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran 
organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai 
sasaran tersebut. Sasaran yang paling penting dalam pengukuran efektivitas 
adalah sasaran yang sebenarnya karena akan memberikan hasil yang lebih 
realistis dari pada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dengan 
memperhatikan permasalahn seperti; (a) adanya berbagai output; (b) adanya 
subyektivitas dalam penilaian; (c) pengaruh konstektual lingkungan. 
 
II.2. Konsep Sistem Informasi 
Secara umum sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 
dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, 
teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk 
mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, 
member sinyal kepada manajemn dan yang lainnya terhadap kejadian-keajidan 
interbal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi 
untuk pengambilan keputusan. 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mepertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
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organisasi yang bersifat menajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi 
untuk dapat menyediakan informasi kepada pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan (Sutabri, 2005: 36). 
Menurut Sidharta (1995: 11) sebuah sistem informasi adalah sistem buatan 
manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual 
dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai. 
Rosses (Jogiyanto, 2005: 11) mengemukakan bahwa sistem informasi 
adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
penglola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan. 
 
II.3. Konsep Sistem Informasi Manajemen 
Kondisi kebutuhan informasi yang handal bagi organisasi kemudian dikenal 
sebagai suatu sistem pengelolaan informasi yang diberi nama Sistem Informasi 
Manajemen (SIM).  Tujuan adanya SIM adalah supaya organisasi memiliki suatu 
sistem yang dapat dihandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang 
bermafaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut 
keputusan – keputusan rutin maupun keputusan – keputusan strategis. Dengan 
demikian SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola 
organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-
tugas organisasi. 
Kelley dalam Effendy (1989:109) menyatakan bahwa ‘SIM adalah perpaduan 
sumber manusia dan sumber yang berlandaskan computer yang menghasilkan 
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kualitas penyimpanan, perolehan kendali, komunikasi dan penggunaan data 
untuk tujuan operasi manajemen yang efisien bagi perencanaan bisnis’. 
Dalam literature yang sama Holmes dalam Effendy (1989:112) 
mengemukakan pula bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah ‘suatu 
sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi pilihan yang berorientasi 
kepada keputusan yang diperlukan oleh manajemen guna merencanakan, 
mengawasi, dan menilai aktivitas organisasi’. Dirancangnya itu didalam kerangka 
kerja yang menitikberatkan pada perencanaan keuntungan, perencanaan 
penampilan dan pengawasan pada semua tahap. 
Sedangkan menurut Scott, sistem informasi manajemen adalah serangkaian 
sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional 
terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat 
serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya 
dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. 
Robert G. Murdick dan Joel e. Ross dalam bukunya yang berjudul “Sistem 
Informasi untuk Manajemen Modern” (terjemahan) mendefinisikan SIM sebagai 
berikut: 
“SIM” adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (input) 
direkam, disimpian, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa 
keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan” 
 
Joseph F. Kelly dalam bukunya “Computerized Management Information 
Sistem” mendefinisikan SIM sebagai berikut: 
“SIM” adalah perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya yang 
berbasis computer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, 
komunikasi dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang 
efisien serta perencanaan bisnis. 
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Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul “Management Information 
Sistem; Conceptual Foundation, Strukcture and Development” mendefenisikan 
SIM sebagai berikut: 
“SIM” adalah sistem manusia/mesin yang terpadu guna menyajikan 
informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan 
keputusan di dalam suatu organisasi” 
. 
Drs. Soetodjoe Moeljohardjo dalam bukunya “Management Information 
System” mendefinisikan SIM sebagai berikut: 
“SIM” adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu 
bagi manjemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di 
dalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan 
keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan.” 
 
 
II.3.1 Elemen-Elemen Sistem Informasi Manajemen 
Adapun elemen-elemen Sistem Informasi Manajemen dikemukakan oleh 
Davis (2002: 15) terdiri dari: 
a. Hardware, terdiri dari computer, peripheral (printer) dan jaringan. 
b. Software, merupakan kumpulan dan perintah atau fungsi yang ditulis 
dengan aturan tertentu untuk memerintahkan computer melaksanakan 
tugas tertentu. 
c. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses 
lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. 
d. Manusia, yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, 
pemimpin sistem informasi dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu suatu 
rincian tugas yang jelas. 
e. Prosedur, seperti dokumentasi prosedur/ proses sistem, buku penuntun 
operasional (aplikasi) dan teknis. 
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Tidak jauh berbeda secara garis besar SIM berbasis komputer menurut 
(Sutabri, 2005: 101) mengandung unsur berikut :  
1. Manusia . Setiap SIM yang berbasis komputer harus memperhatikan 
unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya 
diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu SIM 
dan manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan 
oleh SIM. Unsur manusia dalam hal ini adalah para staf computer 
professional dan para pemakai (computer users). 
2. Perangkat keras (hardware). Istilah perangkat keras merujuk pada 
perkakas mesin. Karena itu, perangkat keras terdiri dari computer itu 
sendiri yang terkadang disebut sebagai central processing unit (CPU) 
beserta semua perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung yang 
dimaksud adalah perkakas penyimpanan (memory),dan perkakas 
komunikasi. 
3. Perangkat lunak (software).Istilah perangkat lunak merujuk pada 
program – program computer beserta petunjuk – petunjuk (manual) 
pendukungnya. Yang disebut program computer adalah instruksi – 
instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-
bagian perangkat keras SIM berbasis computer untuk berfungsi 
sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang 
bermanfaat dari data yang tersedia. 
4. Data. Seperti telah diuraikan sebelumnya, data adalah fakta-fakta yang 
akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan 
diklasifikasikan, dimodifikasi atau diolah oleh program-program supaya 
dapat menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu dan akurat. 
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5. Prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan 
operasi sistem computer. Misalnya, peraturan bahwa setiap permintaan 
belanja barang di suatu instansi harus tercatat di dalam database 
computer atau peraturan bahwa setiap akses operator computer 
kepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa SIM adalah suatu sistem 
yang dapat menghasilkan informasi yang siap untuk dipergunakan oleh 
manajemen dalam mengambil keputusan. 
 
II.4. Konsep Administrasi Kependudukan 
Definisi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain. 
Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan 
pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlingungan 
yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang 
diskriminatif. 
Administrasi kependudukan diarahkan untuk: 
1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi 
Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan public yang 
professional. 
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2. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 
serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan. 
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa 
Kependudukan dan peristiwa penting. 
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 
secara nasional, regional, serta lokal; dan 
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. 
 
II.4.1. Tujuan Administrasi Kependudukan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 tahun 
2011 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil, Pasal 3 menyebut bahwa penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan bertujuan untuk: 
1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 
penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami penduduk. 
2. Memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan 
status hukum penduduk; 
3. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara kurat, lengkap dan 
mutakhir;  
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;  
5. Memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan 
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6. Menyediakan data penduduk yang menjasi rujukan dasar bagi sector 
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 
Dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, setiap 
penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 
1. Dokumen Kependudukan. 
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil. 
3. Perlindungan atas data pribadi. 
4. Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen. 
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil atas dirinya atau keluarganya, dan 
6. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data 
peribadi oleh instansi pelaksana. 
 
II.5. Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK 
merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu 
kesatuan. 
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II.5.1 Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, pengelolaan SIAK bertujuan: 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil;  
b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah 
mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang 
akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;  
c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem 
pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. 
 
II.5.2. Unsur-Unsur SIAK 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari 
unsur:  
1. Database; 
2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;  
3. Sumber daya manusia;  
4. Pemegang hak akses;  
5. Lokasi database;  
6. Pengelolaan database;  
7. Pemeliharaan database;  
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8. Pengamanan database;  
9. Pengawasan database;  
10. Data cadangan (back-up data/disaster recovery centre); 
11. Perangkat pendukung; 
12. Tempat pelayanan; 
13. Pusat data; 
14. Pusat data cadangan; dan 
15. Jaringan komunikasi data. 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: 
a) Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional 
yang terpadu dan tertib. 
b) Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, 
permanen, wajib dan berkelanjutan. 
c) Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan 
dengan pelayanan yang professional, dan 
d) Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, 
lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi 
perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. 
 
II.5.3. Komponen SIAK 
Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 
komponen. Diantaranya, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 
pengolahan informasi. Dari operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya 
terjabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait. 
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a. Pendaftaran Penduduk 
Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas 
bagi setiap penduduk dewasa dengan mencamtukan Nomor 
Penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran 
penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu: Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan KTP. 
b. Pencatatan Sipil 
Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami 
penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan 
dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. 
Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya: 
1. Kelahiran 
2. Kematian 
3. Perkawinan 
4. Perceraian 
c. Pengelolaan Informasi Kependudukan 
Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai 
informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. 
Karena ouptutnya informasi, maka komponen ini sering disebut juga 
sebagai pengelolaan informasi. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan; 
(1) Pengelola SIAK di pusat paling sedikit, terdiri dari: 
29 
 
a. kepala pusat data dan pusat data pengganti; 
b. manager keamanan; 
c. supervisor aplikasi SIAK; 
d. supervisor ajudikasi identifikasi sidik jari; 
e. sistem analis; 
f. programmer; 
g. administrator database; 
h. administrator perangkat keras; 
i. administrator jaringan;  
j. administrator pelayanan bantuan (help desk); 
k. administrator ajudikasi identifikasi sidik jari; 
l. ajudikator identifikasi sidik jari; 
m. operator; dan 
n. teknisi. 
(2) Pengelola SIAK di provinsi, paling sedikit terdiri dari: 
a. kepala pusat data; 
b. manager keamanan;  
c. supervisor aplikasi SIAK; 
d. sistem analis; 
e. programmer; 
f. administrator database;  
g. administrator perangkat keras; 
h. administrator jaringan; 
i. operator; dan 
j. teknisi. 
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(3) Pengelola SIAK di kabupaten/kota, paling sedikit terdiri dari : 
a. kepala pusat data; 
b. manager keamanan; 
c. supervisor aplikasi SIAK; 
d. sistem analis; 
e. programmer; 
f. administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari; 
g. administrator perangkat keras; 
h. administrator jaringan; 
i. operator; dan 
j. teknisi. 
 
II.6. Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Puguh Adi Nugroho dan Hardi Warsono 
pada tahun 2012, yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Semarang, tujuan penelitian ini untuk 
mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK) di kota Semarang beserta kendala yang ditemui dalam 
pelaksanaannya. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam 
penelitian ini adalah evaluasi elemen kebijakan publik yang terdiri dari 
support capacity dan value. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
deskriptif kualititatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang 
objek yang diteliti dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan 
pada bagian political will, sumber daya manusia dan value atau manfaat 
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dengan adanya SIAK sudah cukup baik, sedangkan pada infrastruktur, 
sosialisasi dan anggaran masih terdapat kekurangan. Adapun kendala 
dihadapi dalam penerapan SIAK adalah sarana dan prasarana yang 
masih kurang jumlahnya, sosialisasi yang tidak dilakukan berkala, serta 
anggaran pengadaan sarana prasarana yang masih minim. Peneliti 
menyarankan agar perlunya kesadaran untuk melakukan sosialisasi 
secara berkala kepada masyarakat serta dengan ditambahnya alokasi 
anggaran penerapan SIAK agar dapat tercapai tujuan SIAK yang telah 
diatur sesuai dengan landasan hukum. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Astuti Faisal pada tahun 2014,  yang 
berjudul Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan 
Kabupaten Maros, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan 
SIAK pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan 
Kabupaten Maros beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu 
untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 
diteliti. Penelitian ini menilai penerapan SIAK dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi SIAK yaitu sarana dan prasarana, sumberdaya manusia 
dan sosialisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pencatatan 
Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros belum optimal 
dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi dalam penerapan SIAK 
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seperti sarana dan prasarana yang masih kurang jumlahnya, sosialisasi 
yang tidak dilakukan berkala. 
 
II.7. Kerangka Pikir 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan sistem 
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 
Untuk mengukur efektivitas suatu program pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Toraja Utara, perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat 
atau daya guna program tersebut. Martani dan Lubis (1987: 35) mengemukakan 
tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, yakni Pendekatan 
Sumber (Input), Pendekatan Proses (Process Approach), dan Pendekatan 
Sasaran (Output).  
Penelitian ini berfokus pada Pendekatan Proses (Process Approach) yang 
meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki 
organisasi. Selanjutnya dalam UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan, menyebutkan bahwa data kependudukan merupakan salah satu 
kegiatan dari administrasi kependudukan, sehingga data kependudukan 
merupakan salah satu indikator dalam melihat proses dari pelaksanaan SIAK. 
Kemudian, menurut Sondang P. Siagian, untuk mengukur efektivitas salah satu 
kriterianya yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, sehingga sarana dan 
prasarana menjadi salah satu indikator dalam penelitian ini untuk mengukur 
efektivitas SIAK. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pikir yang 
digunakan peneliti dalam penelitiannya yaitu: 
 
 
Gambar 2.1 
 Model Kerangka Pikir Efektivitas SIAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efektivitas 
 
Pendekatan Proses: 
- Sumber Daya 
Manusia 
-Data Kependudukan 
-Sarana dan 
Prasarana 
 
Produk SIAK: 
NIK 
eKTP 
Kartu Keluarga 
Akta Kelahiran 
Akta Kematian 
Akta Perkawinan 
Akta Perceraian 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 
terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun 
peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan 
memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek 
yang diteliti, dalam Hadari Nawawi (2007 : 33-34). Kemudian Sugiyono (2011 : 
11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif bertujuan untuk 
mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah 
proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. 
III.2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilakukan. Tempat penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis 
bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. 
Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, 
penelitian dekriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, 
keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya 
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adalah wawancara kepada informan yang berisi pertanyaan – pertanyaan 
mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 
III.4. Fokus penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi bisa terhadap data yang diambil, untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan 
memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 
penulisan karya ilmiah ini. 
Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun 
dalam penelitian tentang Efektivitas Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara, 
indikator yang digunakan ialah pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu 
organisasi oleh Martani dan Lubis (1987: 35), yang berfokus pada Pendekatan 
Proses (Process Approach) yang meliputi: 
1. Sumber daya manusia yaitu tenaga operator Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
2. Data kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil, serta  
3. Sarana dan prasarana yang terdiri dari perangkat komputer (hardware 
and software) serta jaringan internet yang menunjang efektivitas 
pelaksanaan SIAK. 
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III.5. Informan 
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang 
penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai – 
nilai, Sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 
Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan yaitu: 
1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara: 
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara 
- Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara 
- Operator Pengelola SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Toraja Utara 
2. Masyarakat yang menerima pelayanan dari Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
 
III. 6. Jenis dan Sumber Data 
III.6.1. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber 
atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang 
relevan dan sesuai dilapangan yakni pegawai yang melayani dan 
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mengoperasikan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja 
Utara serta masyarakat penerima layanan. 
III.6.2. Data Sekunder 
 Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk 
mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang 
ada serta tulisan – tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literature, arsip- arsip 
resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang senantiasa 
berkaitan dengan masalah. Data sekunder dalam penelitian ini ialah laporan, 
dokumen-dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
III.7. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai para responden 
yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian ini. Penulis 
menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang 
telah ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat 
uraian kata. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan terhadap 
pelanggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu masyarakat 
menerima pelayanan melalui SIAK dan juga pelaksana teknis di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara 
2. Pedoman observasi  
Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang 
relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti 
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mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk 
memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.  
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 
melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan efektivitas 
pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara. Adapun 
observasi tersebut bersifat langsung non partisipatori, artinya dalam 
penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa 
terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga tidak 
mempengaruhi kealamian dari segala sesuatu yang terjadi di lokasi 
penelitian. Observasi dilakukan sistematis terhadap perilaku dan proses 
pelayanan melalui SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Toraja Utara. 
3. Dokumentasi  
Yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi 
maupun peraturan maupun pasal yang berhubungan dengan penelitian 
yang dilakukan penulis, telaah dokumen dilakukan dengan cara 
penelusuran guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan 
dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan 
teori-teori, undang-undang dan dokumen tentang SIAK Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
III.8. Teknik Analisis Data 
 Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 
transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah 
dihimpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan untuk 
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memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan pada pihak lain. 
Adapun langkah-langkah menganalisis data secara umum, yaitu sebagai berikut:  
1. Penyajian data, pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi 
langsung dan dokumentasi.  
2. Reduksi data, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan 
lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang 
sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.  
3. Penyajian data, setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya 
adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil 
reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin 
mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 
naratif. Pada langkah ini berusaha menyusun data yang relevan sehingga 
menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 
Prosesnya dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu,. Prosesnya 
dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar 
fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang 
perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang 
baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis 
kualitatif yang valid dan handal. 
4. Tahap akhir adalah Penarikan kesimpulan, dilakukan secara cermat 
dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan – 
catatan lapangan sehingga data – data yang ada teruji validitasnya. 
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BAB IV 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Toraja Utara 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara 
merupakan salah satu dari SKPD di Kabupaten Toraja Utara yang beralamat di 
Jl. Kartika No. 16, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara merupakan unsur 
pelaksana Pemerintahan kabupaten dibidang kependudukan dan pencatatan 
sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara melayani 
masyarakat dari 21 kecamatan, yaitu Kecamatan Rantepao, Kecamatan Sesean, 
Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntao’, Kecamatan 
Sa’dan, Kecamatan Sanggalangi’, Kecamatan Sopai, Kecamatan Tikala, 
Kecamatan Balusu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Dende’n Piongana 
Napo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu’, Kecamatan Kesu’, 
Kecamatan Tondon, Kecamatan Bangkelekila’, Kecamatan Rantebua, 
Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu Dan Kecamatan Awan 
Rante Karua dengan jumlah penduduk sebanyak 234.876 jiwa pada tahun 2015. 
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Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2015 
NO NAMA KECAMATAN 
JUMLAH PENDUDUK 
LK PR JUMLAH 
1 RANTEPAO 14.431 14.074 28.505 
2 SESEAN 6.735 6.552 13.287 
3 NANGGALA 5.312 4.897 10.209 
4 RINDINGALLO 4.819 4.506 9.325 
5 BUNTAO' 6.080 5.849 11.929 
6 SA'DAN 8.692 8.333 17.025 
7 SANGGALANGI 5.742 5.694 11.436 
8 SOPAI 6.389 6.545 12.934 
9 TIKALA 5.165 5.100 10.265 
10 BALUSU 3.292 3.377 6.669 
11 TALLUNGLIPU 7.895 7.986 15.881 
12 DENDE' PIONGAN NAPO 3.827 3.753 7.580 
13 BUNTU PEPASAN 7.040 6.821 13.861 
14 BARUPPU' 3.657 3.475 7.132 
15 KESU' 7.817 7.843 15.660 
16 TONDON 5.012 5.072 10.084 
17 BANGKELEKILA' 4.127 3.901 8.028 
18 RANTEBUA 4.381 4.170 8.551 
19 SESEAN SULOARA 3.156 2.991 6.147 
20 KAPALA PITU 3.020 2.943 5.963 
21 AWAN RANTE KARUA 2.228 2.177 4.405 
  JUMLAH 118.817 116.059 234.876 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2015 
Dari tabel di atas jumlah penduduk Toraja Utara pada tahun 2015 
berdasarkan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja 
Utara sebanyak 234.876 orang, dan jumlah penduduk terbesar terdapat di 
Kecamatan Rantepao yaitu sebanyak 28.505 orang. 
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IV.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara 
a. Visi DUKCAPIL Toraja Utara 
Mewujudkan Pelayanan Prima pada Masyarakat Dalam Rangka Tertib 
Administrasi Kependudukan. 
b. Misi DUKCAPIL Toraja Utara 
1. Meningkatkan Pelayanan dengan Cepat dan Tepat 
2. Meningkatkan Kemampuan Aparat pada Sistem dan Disiplin pada 
Prosedur Pelaksanaan Kerja 
3. Tersedianya Anggaran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Memadai 
4. Tersedianya Informasi Kependudukan yang Akurat dan Terbaru 
IV.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dukcapil Toraja Utara 
1. Tugas Pokok 
Berdasarkan  Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2012   
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas  Kependudukan  
dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Toraja Utara, mempunyai  tugas  
pokok  melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah di Bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
 
2. Fungsi  
Adapun  Fungsi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  
SipilKabupaten Toraja Utara, adalah: 
a. Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  kependudukan  dan 
Pencatatan sipil; 
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b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum bidang kependudukan dan Pencatatan sipil; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan 
Pencatatan sipil yang meliputi pengendalian Kependudukan, 
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
d. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Ketatausahaan Dinas dan 
e. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  Kepala  Daerah  di 
bidang kependudukan dan Pencatatan sipil. 
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Toraja Utara 
merupakan salah satu  lembaga  teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil 
dalam menyelenggarakan pelayanan publik.   
IV.1.4 Struktur Organisasi Dukcapil Toraja Utara 
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja 
Utara sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat : 
1) Sub bagian umum dan kepegawaian 
2) Sub bagian program  
3) Sub bagian keuangan 
3. Bidang Administrasi Kependudukan : 
1) Seksi Administrasi Pendaftaran penduduk 
2) Seksi Mutasi, Informasi, Penyimpanan, Perubahan dan Pelaporan 
Penduduk 
4. Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian : 
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1) Seksi Perkawinan dan Perceraian 
2) Seksi Pengesahan dan Pengakuan Anak  
5. Bidang Akta Kelahiran dan Kematian : 
1) Seksi Kelahiran Umum dan Kelahiran Terlambat 
2) Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak 
6. Bidang Pengendalian Penduduk : 
1) Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK 
2) Seksi Pemutakhiran Data Penduduk 
3) Seksi Pelayanan KTP dan KK 
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IV.1.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dukcapil Toraja Utara 
1. Kepala Dinas  
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
perumusan dan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan dan 
Penyusunan Program, Pengendalian Pelaksanaan dan 
Pengkoordinasian kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan 
teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Kepala Dinas mempunyai fungsi : 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang 
pengendalian Kependudukan adminitrasi Kependudukan dan 
Catatan Sipil; 
b. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengendalian 
Kependudukan , adminitrasi kependudukan dan catatan sipil; 
c. Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pengendalian penduduk administrasi 
kependudukan dan catatan sipil; 
d. Pembinaan administrasi dan  teknis di bidang pengendalian 
kependudukan administrasi kependudukan dan catatan sipil;  
Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis 
dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah Kabupaten 
Toraja Utara; 
b. Menyelenggarakan penetapan rencana program kerja dibidang 
kesekretariatan, pengendalian kependudukan, administrasi 
47 
 
kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan 
fungsional; 
c. Menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian 
pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja dibidang 
kesekretariatan,pengendalian kependudukan, administrasi 
kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan 
fungsional; 
d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan program dibidang kesekretariatan, 
pengendalian kependudukan, admistrasi kependudukan dan 
catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; 
e. Menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan 
rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan 
umum dibidang kesekretariatan, pengendalian kependudukan, 
administrasi kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan 
kelompok jabatan fungsional; 
f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis dibidang 
kesekretariatan,pengendalian kependudukan, administrasi 
kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan 
fungsional; 
g. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi; 
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2. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Toraja Utara. 
Sekretaris mempunyai fungsi : 
a. Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan kepegawaian 
dinas; 
b. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; 
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 
d. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 
e. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas 
kependudukan danpencatatan sipil; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Sekretaris mempunyai rincian rugas sebagai berikut : 
a. Melaksanakan pengkajian  bahan  rencana  program  kerja  
sekretariat; 
b. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis 
kesekretariatan  di  bidang   penyusunan  program,  keuangan, 
kepegawaian dan umum; 
c. Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang 
penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; 
d. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan; 
e. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran; 
f. Melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian; 
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g. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan 
ketatalaksanaan; 
h. Melaksanakan  pengelolaan  urusan  rumah  tangga  dan 
perlengkapan; 
i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-
undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; 
j. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 
k. Melaksanakan   pengkajian   bahan   pembinaan   jabatan 
fungsional; 
l. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, 
LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas; 
3. Bidang Pengendalian Penduduk 
Bidang pengendalian penduduk mempunyai kewenangan melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian penduduk serta mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan analisa  kebijakan teknis menyangkut pengendalian 
penduduk, dan perencanaan program kerja; 
b. Pelaksanaan tugas operasional dan teknis bidang pengendalian 
penduduk; 
Bidang pengendalian penduduk mempunyai mempunyai rincian tugas : 
a. Pelaksanaaan pengendalian penduduk Warga Negara Indonesia dan 
Warga Negara Asing 
b. Pelaksanaan pengendalian penduduk pendatang. 
c. Pelaksanaan pengawasan dan razia penduduk 
d. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian informasi pengendalian 
penduduk. 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 
4. Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian 
Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan 
akta perkawinan dan akta perceraian. 
Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi : 
a. Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan akta 
Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak dinas; 
b. Pelaksanaan urusan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan 
Anak; 
c. Pelaksanaan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;  
d. Pelaksanaan urusan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan 
Anak; 
e. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas : 
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, 
Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta 
Perceraian, Akta Pengakuan Anak; 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 
teknis penelitian teknis penelitianberkas terhadap permohonan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan berkas terhadap permohonan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta 
Perceraian, Akta Pengakuan Anak; 
d. Melaksanakan pengelolaan terhadap administrasi urusan tertentu; 
 
5. Bidang Administrasi Kependudukan 
Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan warga negara 
Indonesia dan warga negara asing. 
Bidang administrasi kependudukan mempunyai fungsi : 
a. Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan Administrasi  
dinas; 
b. Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; 
c. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Bidang administrasi kependudukan mempunyai rincian tugas : 
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
bidang pelayanan administrasi kependudukan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program 
pendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan; 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 
teknis pendaftaran penduduk dan penerbitan administrasi dokumen 
kependudukan; 
d. Melaksanakan bahan kebijaksanaan teknis pendaftaran dan 
penerbitan administrasi serta mutasi penduduk; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk, 
penerbitan dokumen dan mutasi penduduk; 
f. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
 
6. Bidang Akta Kelahiran dan Kematian  
Bidang akta kelahiran dan kematian mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, 
akta kematian dan pengangkatan anak. 
Bidang akta kelahiran dan kematian mempunyai fungsi : 
a. Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan 
Kelahiran,Kematian dan Pengangkatan Anak  dinas; 
b. Pelaksanaan urusan Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak; 
c. Pengkoodinasian perumusan program dan rencana kerja dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Bidang akta kelahiran dan kematian mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta 
kematian dan pengangkatan anak; 
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b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program 
pencatatan akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan 
anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 
teknis penelitian berkas terhadap permohonan pencatatan dan 
penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, dan akta 
pengangkatan anak; 
d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
V.1 Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara 
Efektivitas pengelolaan SIAK dicapai melalui beberapa pendekatan yang 
dikemukakan oleh Martani dan Lubis meliputi: pendekatan sumber, pendekatan 
proses dan pendekatan  sasaran. Pada penelitian ini, penulis melihat efektivitas 
pengelolaan SIAK melalui pendekatan proses. Adapun indikator yang kemudian 
digunakan dalam mengukur efektivitas melalui pendekatan proses terhadap 
pengelolaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara 
adalah sebagai berikut:  
V.1.1 Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia sebagai penunjang dalam penerapan SIAK 
merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Dalam mendukung keberhasilan 
organisasi mencapai tujuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Toraja Utara didukung oleh aspek Sumber Daya Manusia yaitu 
Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 25 orang, Tenaga Kontrak berjumlah 34 
orang, dan Tenaga Sukarela sebanyak 2 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.1 
Rekapitulasi Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan pada Dukcapil 
Toraja Utara 
 
No Pegawai 
Latar Belakang Pendidikan 
Jumlah 
S2 S1 D3 SLTA 
1 PNS 2 18 3 2 25 
2 Tenaga Kontrak - 18 4 12 34 
3 Tenaga Sukarela - 1 - 1 2 
 JUMLAH 61 
Sumber : Data Kepegawaian Kantor Dinas Kependudukan 2015 
Berdasarkan tabel di atas, jumlah PNS yang berlatar belakang pendidikan 
S2 sebanyak 2 orang, S1 18 orang, D3 3 orang dan SLTA 2 orang. Jumlah 
tenaga kontrak yang S1 18 orang, D3 4 orang dan SLTA 12 orang, sedangkan 
untuk tenaga sukarela yang berjumlah 2 orang, masing-masing berlatar belakang 
pendidikan S1 dan SMA. Sumber daya aparatur pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara cukup besar, didukung dengan tenaga kontrak dan 
tenaga sukarela. 
Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Dukcapil Toraja 
Utara: 
“Total keselurahan ada 61 orang, masing-masing terdiri dari 25 orang PNS, 
34 orang Tenaga kontrak dan 2 orang Tenaga Sukarela. Tiap bidang 
terdapat PNS dan Tenaga Kontraknya, untuk pengelolaan SIAK itu sendiri 
ada 14 tenaga operator yang mengelola dan menjalankan komputer, 
mereka semua tenaga kontrak  khusus untuk operator saja. Untuk seksi 
pengembangan aplikasi SIAK pegawainya adalah PNS” 
 (hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2016) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Kepala Bidang Pengendalian 
Penduduk: 
“Untuk pengelolaan SIAK itu ditangani oleh Seksi Pengembangan Aplikasi 
SIAK, dan tenaga operatornya ada 14 orang. Kenapa 14? Karena masing-
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masing operator itu menangani 21 kecamatan. Ada yang menangani 
double per satu kecamatan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2016) 
Selanjutnya penulis memperoleh informasi mengenai operator SIAK yang 
semuanya adalah tenaga kontrak, berikut kutipan wawancara dengan Bapak 
Kepala Dinas Dukcapil Toraja Utara: 
“Rata-rata PNS di Dinas itu kurang menguasai teknologi komputer apalagi 
soal internet, karena sudah tua mereka kurang pandai dalam hal seperti itu. 
Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perekrutan tenaga 
kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SIAK, itu sebabnya 
operator SIAK di Dinas semuanya berasal dari tenaga kontrak, karena 
mereka memang mampu mengoperasikan dan menjalankan komputer, 
mereka juga diikutkan dalam pelatihan khusus berupa BIMTEK.” 
(hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
 
Dari penjelasan Bapak kepala Dinas Dukcapil Toraja Utara dan Ibu Kepala 
Bidang Pengendalian Penduduk penulis menyikapi, bahwa jumlah PNS di 
Dukcapil Toraja Utara lebih sedikit dibanding dengan Tenaga Kontrak. Operator 
SIAK juga berasal dari tenaga kontrak. Dapat dilihat pula operator pengelola 
SIAK hanya berjumlah 14 orang sedangkan jumlah kecamatan di Kabupaten 
Toraja Utara ada 21 kecamatan. Namun pengelolaan SIAK sudah mampu 
berjalan dengan tepat sasaran dan lancar dengan tenaga operator tersebut. Hal 
ini diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas dalam wawancaranya terkait dengan 
jumlah operator pengelolaan SIAK, berikut kutipan wawancaranya: 
“Memang ada 21 kecamatan, tetapi operatornya 14 saja. Ada beberapa 
wilayah yang jumlah penduduk kecil sehingga digabung saja, tidak terlalu 
memberatkan jika operator memegang 2 kecamatan, ini juga agar keadaan 
ruangan lebih tenang karena jika terlalu banyak operator biasanya mereka 
ribut bahkan ada beberapa yang hanya duduk-duduk saja. Makanya 
diperkecil menjadi 14 operator saja.” 
(hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2016) 
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Dari hasil wawancara di atas, penulis beranggapan bahwa kebijakan 
pimpinan di Dukcapil Toraja Utara untuk mengurangi jumlah operator bertujuan 
agar pengelolaan SIAK lebih efektif dan efisien. Jumlah operator yang tidak 
sesuai dengan jumlah kecamatan di Toraja Utara tidak menghambat pengelolaan 
SIAK. 
Selain pengelolaan SIAK yang berjalan lancar berdasarkan jumlah SDM 
maka hal ini dilihat pula dari segi latar belakang pendidikan sumber daya yang 
mengelola SIAK tersebut. Terkait dengan latar belakang pendidikan operator 
pengelola SIAK, penulis memperoleh informasi seperti pada tabel dibawah ini: 
Tabel 5.2 
Rekapitulasi Operator Menurut Latar Belakang Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang ) 
1 S1 8 
2 D3 2 
3 SMA 4 
 JUMLAH 14 
Sumber : Data Kepegawaian Kantor Dinas Kependudukan 2015 
 
Dari hasil data di atas, penulis beranggapan bahwa jumlah operator sudah 
sangat mendukung untuk mengelola SIAK karena didukung dengan latar 
belakang pendidikan yang sebagian besar bergelar sarjana yaitu berjumlah 8 
orang, disamping itu tenaga operator ini pula diberikan pelatihan khusus berupa 
BIMTEK (Bimbingan Teknis) sebelum mengelola SIAK dan syarat utama serta 
mendasar bagi operator tentunya harus mampu mengoperasikan komputer. 
Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK: 
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“Ya, ada pelatihan khusus bagi pegawai dalam pengelolaan SIAK. Pelatihan 
khususnya yaitu BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, masing-masing di tingkat pusat 
dilaksanakan 2x setahun, tingkat provinsi 3x setahun, dan di tingkat 
kabupaten sekali setahun dilaksanakan sesuai kebutuhan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2016) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara: 
“Operator SIAK masih ada yang bukan S1, tetapi mereka itu sudah pandai 
dan ahli mengoperasikan komputer. Juga diadakan BIMTEK (Bimbingan 
Teknis) untuk operator agar lebih memahami pengelolaan SIAK, untuk 
masing-masing operator memiliki password log in masuk SIAK berdasarkan 
kecamatan. Selain itu operator selalu diarahkan dengan baik oleh bapak seksi 
pengembangan aplikasi SIAK, Pak Alex yang merupakan Administrator 
Database (ADB). ADB merupakan ahli di bidang administrasi kependudukan 
terutama dalam pengelolaan SIAK” 
(hasil wawancara 7 Januari 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis beranggapan bahwa untuk 
meningkatkan kinerja operator pengelola SIAK di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara sehingga pengelolaan SIAK pada nantinya berjalan 
baik, maka operator yang ada mendapat pelatihan khusus berupa BIMTEK yakni 
Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan SIAK. Adapun didalam BIMTEK 
tersebut, operator diberikan pelatihan khusus mengenai SIAK, cara 
mengoperasikan dan menjalankan SIAK. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi 
pelaksanaan SIAK di Dukcapil Toraja Utara, sehingga pengelolaan SIAK 
kemudian menjadi lebih efektif. 
Berikut perbincangan saya dengan Bapak Kepala Dinas, mengenai latar 
belakang pendidikan operator pengelola SIAK: 
“Tidak semua operatornya adalah sarjana Informasi dan Komunikasi yang 
memang sangat cocok dengan pengeloaan SIAK. Ada beberapa yang tidak 
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sesuai, tetapi mereka sudah mampu mengoperasikan dan mengelola SIAK 
apalagi ada BIMTEK pelatihan khusus untuk pengeloaannya. Jadi mereka 
sudah mampu dan ahli untuk mengelola SIAK” 
(hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2016) 
Dari hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis beranggapan 
bahwa dari segi sumber daya manusia pengelola SIAK di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Toraja Utara sudah memadai. Operator pengelola SIAK 
memang hanya berjumlah 14 orang tetapi mereka mampu untuk menangani 21 
kecamatan dengan baik, hal ini terbukti karena pengelolaan SIAK tetap berjalan 
lancar walaupun operatornya hanya berjumlah 14. Latar belakang pendidikan 
operatorpun tidak mempengaruhi pengelolaan SIAK, sebab mereka diberikan 
pelatihan khusus berupa BIMTEK (Bimbingan Teknis), dan selalu dipandu oleh 
Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK yang merupakan Administrator 
Database di Dukcapil Toraja Utara. 
IV.2.2 Data Kependudukan 
Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan 
kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah, 
swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan data kependudukan di 
semua tingkat administrasi pemerintah menjadi faktor kunci keberhasilan 
program-program pembangunan.  
Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam 
database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan di 
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bidang pemerintah dan pembangunan. Secara garis besar aplikasi SIAK yang 
dikembangkan oleh pemerintah pusat meliputi: 
a. Pendaftaran penduduk yang terdiri atas: 
- Nomor Induk Kependudukan (NIK),  
- e-KTP dan  
- Kartu Keluarga, 
b. Pencatatan Sipil yang terdiri atas: 
- Akta kelahiran,  
- Akta Perkawinan,  
- Akta Perceraian dan  
- Akta kematian. 
 
A. Pendaftaran Penduduk 
Pemerintah Kab. Toraja Utara sudah menyelenggarakan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Iinformasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak 
tahun 2010. Dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kab. 
Toraja Utara. Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan 
gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kab. Toraja Utara dan 
dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi 
Pemerintah Kab. Toraja Utara. Pendaftaran Penduduk berdasarkan UU Nomor 
24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, merupakan pencatatan biodata Penduduk, 
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk 
rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan 
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berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran 
penduduk itu sendiri meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), e-KTP 
(electronic KTP), dan KK (Kartu Keluarga). 
 
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan 
nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat 
pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 
Berikut merupakan gambar log in masuk SIAK, menggunakan user pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara: 
Gambar 5.1 
Log In Masuk SIAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
Setelah melakukan log-in menggunakan user pada menu yang tersedia 
seperti pada gambar di atas, maka tampilan menu awal SIAK yang selanjutnya 
tampak pada gambar di bawah ini 
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Gambar 5.2 
Menu Awal SIAK 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
Gambar di atas menunjukkan tampilan menu awal SIAK menggunakan 
salah satu user pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara. 
Menu awal SIAK terdiri dari berbagai macam pilihan untuk mengakses data 
kependudukan dan mengolah untuk menghasilkan produk-produk SIAK.  
Selanjutnya untuk penginputan data kependudukan masuk SIAK, 
tampilannya seperti pada gambar di bawah ini: 
Gambar 5.3 
Input Biodata 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
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Berdasarkan gambar di atas, pendaftaran dan perekaman data 
kependudukan melalui SIAK dilakukan secara online, Dukcapil Toraja Utara 
memiliki user log in untuk masuk dalam Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Seksi 
Pengembangan Aplikasi SIAK: 
“Masyarakat membawa data ke dinas lalu diinput di SIAK, setelah itu dikirim 
ke Jakarta. Data kependudukan yang sudah terinput di SIAK secara otomatis 
sudah terkonsolidasi di pusat. Mengenai NIK penduduk, diperoleh setelah 
menginput data di SIAK, begitu pula ketika akan dilakukan penerbitan e-KTP 
dan Kartu Keluarga semua datanya diambil dari SIAK” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas, NIK diperoleh setelah menginput data 
kependudukan ke SIAK. Adapun informasi yang terkandung dalam Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) adalah sebagai berikut: 
Gambar 5.4 
Informasi yang terdapat dalam NIK 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, komposisi NIK 
seperti gambar di atas menunjukkan 6 digit pertama merupakan kode wilayah 
yang terdiri dari 2 digit pertama menunjukkan provinsi, 2 digit setelahnya 
merupakan kode kabupaten dan 2 digit selanjutnya menunjukkan kode 
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kecamatan. 6 digit setelahnya merupakan kode kelahiran secara berturut-turut 
tanggal, bulan dan tahun lahir, masing-masing 2 digit. Selanjutnya 4 digit terakhir 
merupakan nomor urut penduduk, khusus untuk penduduk berjenis kelamin 
perempuan 2 digit pada tanggal lahir ditambah angka 40. 
 
2. e-KTP  
e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang 
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana. 
Melalui SIAK, penginputan data kependudukan untuk e-KTP dilakukan 
secara online. Penginputan data dilakukan berdasarkan berkas persyaratan yang 
sudah ditentukan oleh Dukcapil Toraja Utara.  
Berikut tampilan pengambilan data dari SIAK untuk penerbitan e-KTP: 
Gambar 5.5 
Pengambilan Data dari SIAK untuk Penerbitan e-KTP 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
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Melalui hasil wawancara di lapangan penulis memperoleh informasi bahwa 
NIK yang digunakan dalam e-KTP dihasilkan ketika masyarakat memberikan 
data kepada petugas di Dinas dan kemudian diinput ke SIAK, NIK tidak diberikan 
secara manual tetapi muncul setelah menginput data di SIAK. Berikut kutipan 
wawancara dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK: 
”SIAK itu sudah berbasis online dan tidak lagi manual, dulukan itu masih 
manual sekarang tidak. Penduduk datang ke kantor bawa berkas data 
kependudukan yang dibutuhkan lalu kemudian pegawai menginput masuk di 
SIAK, jadi NIK itu diperoleh setelah diinput datanya di SIAK, sudah tidak 
manual karena sudah berbasis online, NIK berlaku seumur hidup dan hanya 
diberikan sekali dan tidak berubah” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
Untuk permasalahan NIK ganda sudah dapat diminimalisir dengan 
diterapkannya SIAK. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Seksi 
Pengembangan Aplikasi SIAK: 
“Data kependudukan yang terdapat dalam SIAK terkonsolidasi langsung ke 
pusat. Jadi kalau ada masyarakat yang pindah penduduk lalu mengurus lagi 
e-KTP itu bisa ketahuan kalau dia sudah pernah sebelumnya mengurus, 
sebab data terkonsolidasi ke pusat. Akan ketahuan kalau NIK nya ganda” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
 
Hasil wawancara di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 38 ayat 2 menyebutkan 
bahwa  
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan 
selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.  
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Penerbitan e-KTP sedikit berbeda dengan akta-akta, selain mengakses 
data kependudukan dari SIAK, e-Ktp membutuhkan data geometric seperti foto, 
sidik jari yang berada dalam server Afis. Berdasarkan wawancara di lapangan 
penulis memperoleh informasi, pengurusan e-KTP biasanya sedikit memakan 
waktu yang lama, apalagi ketika penduduk yang mengurus e-KTP kedapatan 
telah memiliki NIK dalam e-KTP sebelumnya. Data kependudukan terkonsolidasi 
ke pusat, setelah di pusat maka akan diproses dan akan ketahuan ketika 
seseorang memiliki NIK ganda. Dan hal inilah yang menghambat penerbitan e-
KTP.  
Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi 
SIAK: 
“Untuk e-KTP data terkonsolidasi ke pusat, sehingga nanti di pusat akan 
ketahuan jika ada penduduk yang memiliki NIK ganda, inilah biasanya yang 
memakan waktu yang cukup lama. Dan yang menjadi persoalan biasanya 
bagi penduduk yang pindah tempat tinggal. Tetapi jika sebelumnya belum 
pernah mengurus e-KTP maka itu tidak memakan waktu yang lama.”  
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
Penduduk yang pindah tempat tinggal, diwajibkan untuk mengurus surat 
keterangan pindah penduduk agar nantinya ketika akan mengurus e-KTP NIK 
penduduk akan secara otomatis berubah di daerah asal berdasarkan surat 
keterangan pindah penduduk tersebut. Sehingga permasalahan NIK ganda 
sudah bisa diminimalisir. Sedangkan untuk alur penerbitan e-KTP tidak terlalu 
rumit. Pada gambar di bawah ini terdapat alur penerbitan e-KTP. 
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Gambar 5.6 
BAGAN ALUR PENERBITAN E-KTP BAGI YANG BELUM MELAKUKAN 
PEREKAMAN ONLINE (DATA PENDUDUK BELUM ADA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
Gambar di atas menunjukkan bagan alur penerbitan e-KTP bagi yang 
belum melakukan perekaman online (data penduduk belum ada). Alur di atas 
menunjukkan penerbitan e-KTP bagi penduduk yang tidak memiliki data 
kependudukan di dalam SIAK, sehingga perlu dilakukan penginputan data masuk 
SIAK berdasarkan berkas persyaratan yang sudah ditentukan.  Penduduk datang 
ke Dukcapil Toraja Utara membawa berkas persyaratan kemudia petugas 
pendukung pelayanan menerima berkas, memverifikasi dan memvalidasi data 
PENDUDUK 
Membawa berkas: 
1. Formulir permohonan pencatatan 
biodata dari desa/kelurahan 
2. Fotocopy Akta Kelahiran 
3. Fotocopy buku nikah/akta nikah 
atau akta perceraian 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN  
1. Menerima berkas 
2. Memverifikasi dan 
Memvalidasi data penduduk 
yang bersangkut, yang 
terdapat dalam berkas 
 
OPERATOR SIAK 
1. Merekam hasil pengisian 
formulir Biodata Penduduk 
melalui aplikasi SIAK 
2. Memastikan datanya terkirim 
ke server Database 
 
PETUGAS PENDUKUNG PELAYANAN DI 
DINAS 
1. Membuka dan membacakan data 
penduduk  yang bersangkutan melalui 
aplikasi AFIS 
2. Merekam Pas foto, tanda tangan, sidik 
jari dan iris mata penduduk. 
3. Memverifikasi data telunjuk jari kiri dan 
kanan penduduk 
 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Mengarsipkan berkas 
2. Memberikan bukti perekaman 
kepada penduduk 
 
 
OPERATOR SIAK 
Operator memvalidasi hasil perekaman 
dengan sidik jari dan memastikan datanya 
terkirim ke server. 
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penduduk yang bersangkutan, yang terdapat dalam berkas kemudian 
menyerahkan ke operator SIAK. Operator SIAK merekam hasil pengisian formulir 
biodata penduduk melalui aplikasi SIAK, dan memastikan datanya terkirim ke 
server database. Data penduduk yang bersangkutan setelah dikirim ke server 
database SIAK, kemudian petugas pendukung pelayanan di Dinas membuka dan 
membacakan data penduduk  yang bersangkutan melalui aplikasi AFIS. Selain 
mengakses data penduduk dari SIAK, untuk penerbitan e-KTP menggunakan 
aplikasi AFIS yang digunakan untuk merekam pas foto, tanda tangan, sidik jari 
dan iris mata penduduk. Setelah itu operator SIAK memvalidasi hasil perekaman 
dengan sidik jari dan memastikan datanya terkirim ke server. Kemudian petugas 
pendukung pelayanan di dinas mengarsipkan berkas dan memberikan bukti 
perekaman kepada penduduk. Gambar berikut ini menunjukkan bagan alur 
penerbitan e-Ktp bagi yang mengalami perubahan elemen data (pindah 
penduduk). 
Gambar 5.7 
BAGAN ALUR PENERBITAN E-KTP BAGI YANG MENGALAMI PERUBAHN 
ELEMEN DATA (PINDAH PENDUDUK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
PENDUDUK 
Membawa berkas: 
1. E-KTP daerah asal 
2. Surat keterangan pindah 
penduduk WNI 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Menerima berkas surat 
keterangan pindah penduduk 
daerah asal kemudian 
menyerahkan ke operator SIAK 
OPERATOR SIAK 
1. Memverifikasi dan memvalidasi 
data penduduk sesuai berkas 
surat permohonan pindah  
penduduk melalui SIAK 
2. Mencetak e-KTP 
3. Verifikasi data dalam Chip e-KTP 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Mencocokkan hasil cetakan e-
KTP dengan berkas 
permohonan pindah penduduk 
2. Menyerahkan e-KTP yang baru 
kepada penduduk dan menarik 
e-KTP yang lama. 
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Gambar di atas menunjukkan bagan alur penerbitan e-KTP bagi yang 
mengalami perubahan elemen data (pindah penduduk). Penduduk membawa 
berkas persyaratan ke dinas, petugas pendukung pelayanan kemudian 
menerima berkas surat keterangan pindah penduduk daerah asal kemudian 
menyerahkan ke operator. Operator SIAK lalu memverifikasi dan memvalidasi 
data penduduk sesuai berkas surat permohonan pindah penduduk melalui SIAK, 
mencetak e-KTP dan memverifikasi data dalam chip e-KTP. Setelah itu petugas 
pendukung pelayanan di dinas mencocokkan hasil cetakan e-KTP dengan 
berkas dan menyerahkan e-KTP yang baru kepada penduduk dan menarik e-
KTP yang lama. Persyaratan utama bagi pindah penduduk yaitu surat 
keterangan pindah penduduk, jika surat tersebut tidak ada maka penerbitan e-
KTP tidak akan dilayani. Data kependudukan dalam SIAK dapat mengalami 
perubahan dengan adanya surat keterangan pindah penduduk tersebut, 
sehingga ketika penduduk mengurus e-KTP di daerah tujuan, data penduduknya 
sudah mengalami perubahan tempat tinggal dan operator dapat mengakses 
kemudian menyerahkan ke petugas pendukung layanan di dinas. Sehingga NIK 
ganda dapat lebih diminimalisir. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Seksi 
Pengembangan Aplikasi SIAK:  
“Masyarakat yang pindah penduduk dan ingin mengurus e-KTP, harus 
mengurus surat keterangan pindah penduduk dari tempat tinggal asalnya dan 
sudah terkonsolidasi ke pusat. Misalnya yang pindah dari Kalimantan ke 
Toraja, dia harus mengurus surat keterangan pindah penduduk dari 
Kalimantan lalu membawa ke Dinas untuk diuruskan e-KTPnya. Surat 
keterangan tersebut harus terkonsolidasi ke pusat sehingga terjadi perubahan 
data dalam SIAK yang kemudian masuk di server dinas wilayah dimana 
penduduk tersebut pindah. Sehingga tidak ada lagi penerbitan NIK ganda 
karena akan ketahuan ketika datanya sudah terkonsolidasi ke pusat” 
 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
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3. Kartu Keluarga 
Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kartu identitas 
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam 
keluarga, serta identitas anggota keluarga.  
Untuk penerbitan kartu keluarga pun tidak perlu melalui proses yang 
panjang. Berikut ini merupakan gambar alur penerbitan Kartu Keluarga, 
Gambar 5.8 
BAGAN ALUR PENERBITAN KARTU KELUARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
PENDUDUK 
Membawa berkas: 
1. Pengantar dari desa/lembang 
2. Fotocopy surat nikah 
3. Identitas pendukung untuk 
perubahan data, misalnya 
fotocopy akta kelahiran, surat 
baptis (jika ada) 
4. Fotocopy KTP 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Menerima berkas 
2. Memverifikasi dan 
Memvalidasi persyaratan 
berkas. 
 
OPERATOR SIAK 
1. Menginput NIK pada e-KTP 
kepala keluarga melalui 
aplikasi SIAK untuk 
memperoleh elemen data 
penduduk yang bersangkutan. 
2. Mengakses eleman data 
penduduk yang sudah terdapat 
dalam SIAK dan melengkapi 
jika ada data tambahan 
3. Menyerahkan ke petugas 
pelayanan untuk mencetak 
Kartu Keluarga. 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Mencetak Kartu Keluarga 
sesuai dengan data yang 
diperoleh dari SIAK 
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Dari gambar bagan alur penerbitan KK di atas, penduduk membawa berkas 
sesuai persyaratan ke Dinas, kemudian petugas pendukung pelayanan di Dinas 
menerima, memverifikasi dan memvalidasi data tersebut kemudian menyerahkan 
ke operator SIAK. Operator SIAK kemudian menginput NIK yang terdapat pada 
e-KTP kepala keluarga, lalu mengakses elemen data penduduk yang sudah 
terdapat dalam SIAK serta melengkapi jika ada data tambahan, setelah itu 
menyerahkan ke petugas pendukung pelayanan di Dinas untuk mencetak KK. 
Petugas pendukung pelayanan mencetak KK sesuai dengan data yang diperoleh 
dari SIAK. 
Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Toraja Utara, terkait dengan kartu keluarga: 
“KK dan KTP itu jelas berbeda. Yang satu untuk identitas diri yang satu untuk 
identitas keluarga. Nomor KK itu dapat berubah-ubah dan melekat pada 
kepala keluarga, adapun perubahan status pada salah seorang anggota 
keluarga tidak mempengaruhi no.KK. Jadi kalau ada anggota keluarganya 
yang menikah maka dibuatkan lagi KK dengan no KK yang melekat pada 
kepala keluarganya. Semua datanya dipeoleh dari SIAK, jadi tidak sulit lagi 
mencari datanya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2016) 
Salah seorang masyarakat memberikan informasi bahwa ketika mereka 
ingin membuat KK, akta kelahiran dan lain-lain, petugas mewajibkan untuk foto 
e-KTP dulu sebelum mengurus KK, akta kelahiran bagi mereka yang belum 
pernah foto untuk e-KTP. Berikut kutipan wawancaranya: 
“Dikutanai ki mangka sia mo raka ma foto KTP atau tae pa den mo raka KTP 
ta. jadi yake tae pa harus ki ma foto dolo supaya bisa digaragan. (Kita ditanya 
apakah sudah foto untuk KTP dan apakah sudah memiliki e-KTP. Jadi jika 
belum maka kami harus berfoto terlebih dahulu agar bisa dilayani untuk 
pembuatan akta dsbnya)” 
(hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2016) 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara memang 
mewajibkan setiap masyarakat yang datang untuk mengurus pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil harus memiliki e-KTP. Oleh sebab itu kepemilikan 
e-KTP pada masyarakat dari tahun ke tahun memiliki peningkatan. Penulis 
memperoleh data tahun 2014 dan tahun 2015. Berikut merupakan tabel 
kepemilikan e-KTP dan Kartu Keluarga masyarakat Toraja Utara: 
Tabel 5.3 
Kepemilikan e-KTP Tahun 2014 
Kecamatan 
n wajib KTP 
n penduduk yg 
memiliki KTP 
L P L+P L P L+P 
1 2 3 4 5 6 7 
RANTEPAO 10,610 10,486 21,096 3,167 3,335 6,502 
SESEAN 4,583 4,504 9,087 995 1,056 2,051 
NANGGALA 3,477 3,284 6,761 770 824 1,594 
RINDINGALLO 3,021 2,837 5,858 638 622 1,260 
BUNTAO' 4,578 4,252 8,830 853 784 1,637 
SA'DAN 4,846 4,721 9,567 1,112 1,026 2,138 
SANGGALANGI 4,073 4,030 8,103 841 859 1,700 
SOPAI 5,723 5,389 11,112 1,200 1,233 2,433 
TIKALA 3,602 3,458 7,060 891 906 1,797 
BALUSU 2,516 2,633 5,149 525 519 1,044 
TALLUNGLIPU 5,834 5,988 11,822 1,892 2,050 3,942 
DENDE' 
PIONGAN NAPO 2,718 2,601 5,319 377 358 735 
BUNTU 
PEPASAN 4,188 4,114 8,302 812 712 1,524 
BARUPPU' 2,218 2,165 4,383 444 436 880 
KESU' 5,728 5,690 11,418 1,339 1,402 2,741 
TONDON 3,763 3,883 7,646 808 1,017 1,825 
BANGKELEKILA' 2,423 2,421 4,844 597 576 1,173 
RANTEBUA 3,157 3,006 6,163 599 555 1,154 
SESEAN 
SULOARA 2,338 2,153 4,491 438 433 871 
KAPALA PITU 2,326 2,194 4,520 426 412 838 
AWAN RANTE 
KARUA 1,548 1,446 2,994 299 255 554 
TOTAL 83,270 81,255 164,525 19,023 19,370 38,393 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2015 
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Dari hasil tabel di atas jumlah penduduk wajib KTP yaitu sekitar 164.525 
orang sedangkan yang memiliki KTP berjumlah 38.393 orang pada tahun 2014. 
Berikut tabel kepemilikan e-KTP pada tahun 2015: 
Tabel 5.4 
Kepemilikan e-KTP Tahun 2015 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara 2016 
Pada hasil tabel di atas jumlah wajib KTP tahun 2015 sekitar 141.762 orang dan 
yang memiliki KTP sekitar 123.865 orang, terjadi peningkatan dari jumlah 
NO KECAMATAN 
JUMLAH WAJIB KTP 
JUMLAH KEPEMILIKAN e-
KTP 
LK PR JML LK PR JML 
1 RANTEPAO 9.520 9.512 19.032 7.228 7.789 15.017 
2 SESEAN 4.166 4.256 8.422 3.314 3.561 6.875 
3 NANGGALA 3.402 3.238 6.640 2.719 2.701 5.420 
4 RINDINGALLO 2.937 2.826 5.763 2.199 2.206 4.405 
5 BUNTAO' 4.025 3.808 7.833 3.027 2.965 5.992 
6 SA'DAN 5.029 5.018 10.047 3.779 3.922 7.701 
7 SANGGALANGI 3.574 3.650 7.224 3.701 3.766 7.467 
8 SOPAI 3.635 3.857 7.492 3.803 3.994 7.797 
9 TIKALA 2.832 2.884 5.716 2.955 3.025 5.980 
10 BALUSU 1.893 2.095 3.988 1.848 2.096 3.944 
11 TALLUNGLIPU 4.262 4.625 8.887 4.494 4.877 9.371 
12 
DENDE' 
PIONGAN NAPO 2.036 2.052 4.088 2.146 2.139 4.285 
13 
BUNTU 
PEPASAN 3.996 3.863 7.859 2.471 2.607 5.078 
14 BARUPPU' 2.101 2.094 4.195 1.474 1.438 2.912 
15 KESU' 4.738 4.946 9.684 4.905 5.092 9.997 
16 TONDON 2.838 3.049 5.887 2.623 2.834 5.457 
17 BANGKELEKILA' 2.479 2.455 4.934 1.481 1.678 3.159 
18 RANTEBUA 2.711 2.659 5.370 1.855 1.980 3.835 
19 
SESEAN 
SULOARA 1.598 1.611 3.209 1.719 1.704 3.423 
20 KAPALA PITU 1.585 1.592 3.177 1.694 1.672 3.366 
21 
AWAN RANTE 
KARUA 1.179 1.136 2.315 1.217 1.167 2.384 
JUMLAH 
70.536 71.226 
141.76
2 
60.65
2 63.213 123.865 
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kepemilikan KTP tahun 2014. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Kepala 
Bidang Pengendalian Penduduk: 
“SIAK memang mulai diterapkan sejak tahun 2010, waktu itu hasilnya belum 
terlalu kelihatan, ya pegawai baru mulai beradaptasi dengan sistem online ini. 
Tetapi memang dengan SIAK, database penduduk menjadi semakin mudah 
untuk diinput dan ketika dibutuhkan untuk pencetakan e-KTP misalnya sudah 
tidak sulit lagi. Dulu itu manual. Jadi tahun 2015 memang sudah banyak yang 
memiliki e-KTP apalagi dulukan pernah diadakan foto massal sewaktu e-KTP 
pertama-tama dicanangkan, ditambah lagi dengan adanya SIAK masyarakat 
jadi lebih mudah untuk memperoleh e-KTP” 
(hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2016) 
Semenjak SIAK diterapkan di Toraja Utara melalui Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil, penerbitan e-KTP dan KK sudah tidak lagi memakan waktu 
yang lama. Untuk penerbitan kartu keluarga, datanya diambil dari SIAK, 
masyarakat hanya datang membawa kelengkapan berkas yang dibutuhkan. 
Gambar berikut memperlihatkan tampilan SIAK untuk pencetakan KK. 
Gambar 5.9 
SIAK untuk Penerbitan KK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
Gambar di atas menunjukkan tampilan SIAK untuk penerbitan KK. Data 
kependudukan yang sudah terdapat dalam SIAK diakses untuk penerbitan KK. 
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Sama halnya dengan penerbitan e-KTP yang tidak memakan waktu yang lama, 
KK pun juga sama. Kepemilikan KK di Kabupaten Toraja pun dari tahun 2014 ke 
tahun 2015 mengalami meningkatan. Berikut tabel kepemilikan KK (Kartu 
Keluarga) tahun 2014 dan 2015: 
Tabel 5.5 
Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2015 
 
Kecamatan n Keluarga 
n Keluarga 
yg memiliki KK  
1 2 3 
RANTEPAO 7,143 5,437 
SESEAN 3,510 2,231 
NANGGALA 2,609 1,942 
RINDINGALLO 2,263 1,594 
BUNTAO' 3,105 2,173 
SA'DAN 3,757 2,829 
SANGGALANGI 3,163 2,524 
SOPAI 3,943 2,810 
TIKALA 2,748 2,008 
BALUSU 1,972 1,361 
TALLUNGLIPU 4,335 3,253 
DENDE' PIONGAN 
NAPO 2,127 1,469 
BUNTU PEPASAN 2,864 1,882 
BARUPPU' 1,581 1,072 
KESU' 4,300 3,204 
TONDON 2,642 1,986 
BANGKELEKILA' 1,768 1,114 
RANTEBUA 2,136 1,518 
SESEAN SULOARA 1,647 1,169 
KAPALA PITU 1,696 1,092 
AWAN RANTE 
KARUA 1,200 827 
TOTAL 60,509 43,495 
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Tabel di atas menunjukkan jumlah keluarga yang memiliki KK sekitar 
43.495 kepala keluarga dari 60.509 keluarga pada tahun 2014. Berikut tabel 
kepemilikan KK tahun 2015: 
Tabel 5.6 
Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2015 
KODE NAMA KECAMATAN 
KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA 
SIAK 
SUDAH CETAK BELUM CETAK 
n(JIWA) % n(JIWA) % 
732601 RANTEPAO 5.810 10 1.092 2 
732602 SESEAN 2.381 4 955 2 
732603 NANGGALA 2.229 4 454 1 
732604 RINDINGALLO 1.748 3 481 1 
732605 BUNTAO' 2.343 4 569 1 
732606 SA'DAN 3.286 6 731 1 
732607 SANGGALANGI 2.613 5 435 1 
732608 SOPAI 2.502 4 567 1 
732609 TIKALA 1.993 4 413 1 
732610 BALUSU 1.320 2 374 1 
732611 TALLUNGLIPU 2.966 5 485 1 
732612 DENDE' PIONGAN NAPO 1.514 3 391 1 
732613 BUNTU PEPASAN 2.149 4 687 1 
732614 BARUPPU' 1.145 2 403 1 
732615 KESU' 3.318 6 697 1 
732616 TONDON 1.968 4 362 1 
732617 BANGKELEKILA' 1.392 2 462 1 
732618 RANTEBUA 1.564 3 423 1 
732619 SESEAN SULOARA 1.053 2 298 1 
732620 KAPALA PITU 1.034 2 337 1 
732621 AWAN RANTE KARUA 882 2 137 0 
 
JUMLAH 45.210 81 10.753 19 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
 
Tabel kepemilikan KK pada tahun 2015 di atas menunjukkan KK yang belum 
cetak dan sudah cetak. Jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki KK yang 
tercetak yaitu sekitar 45.210 kepala keluarga dan kepala keluarga yang belum 
memiliki KK belum tercetak yaitu sekitar 10.754 kepala keluarga. 
Data kependudukan untuk penerbitan Kartu Keluarga semuanya sudah 
terdapat di dalam SIAK, sehingga dalam pengurusannya tidak memakan waktu 
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yang lama karena sudah terinput dan terangkum dalam database kependudukan. 
Berikut kutipan wawancara penulis dengan masyarakat Ibu D yang sementara 
mengurus KK: 
“Mengurus KK kan te. Tae ra na masai, 2 hari mo na dadi mo, apalagi ke tae 
na buda tau. Tapi tetap ki antri ke la ma urus ki (saya sementara mengurus 
KK. Hanya 2 hari KK saya sudah selesai, apalagi kalau tidak banyak orang. 
Tetapi kita harus tetap mengantri ketika akan mengurus)” 
(hasil wawancara pada tanggal 5 January 2016) 
 
Hal sama juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat Ibu A: 
 
 “Syaratnya tidak banyak ji. Inimi salah satunya dimintaki KTP, kalau tidak 
ada itu tidak bisa dikasi KK nya, jadi haruski ma foto dulu. Tidak lama ji juga 
baru dicetak KKnya. Kemarin ku urus jadi mi ini hari. (Syaratnya tidak 
banyak. Salah satunya KTP, jika KTP tidak ada maka kita tidak akan 
diberikan KK jadi haru berfoto untuk KTP dulu. Waktu pencetakannya pun 
tidak lama. Saya mengurus kemarin hari ini sudah jadi)” 
(hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016) 
Selanjutnya operator SIAK mengungkapkan hal yang sama: 
 
 “Yang penting datanya lengkap dan pernah diinput di SIAK, 
pengurusannya tidak lama ji. Ituji kalau tidak lengkap harus memang 
diinput lagi apalagi kalau tidak punya e-KTP harus urus e-KTP nya dulu 
baru bisa dilayani KK nya” 
(hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis 
menyikapi bahwa SIAK memuat seluruh data kependudukan yang digunakan 
untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem online kependudukan 
ini sangat membantu pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara dalam perekaman data kependudukan. Dari segi 
penerbitan e-KTP dan KK tidak memakan waktu yang lama, NIK ganda pun 
sudah bisa diminimalisir oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara.  
B. Pencatatan Sipil 
Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU 
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil 
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adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register 
Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.  
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas  Kependudukan  dan  
Pencatatan  Sipil  Kabupaten Toraja Utara berdasarkan  Peraturan Bupati Toraja 
Utara Nomor 7 Tahun 2012 , mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan sebagian 
urusan pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Pencatatan sipil terdiri atas Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, 
dan Akta Perceraian. 
1. Akta Kelahiran 
Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang, yang memberikan bukti adanya kelahiran. Data 
kependudukan diinput masuk SIAK untuk pengurusan akta kelahiran, dan untuk 
penerbitan akta kelahiran bagi yang telah diinput datanya masuk SIAK, data 
kependudukannya hanya perlu diakses dari SIAK. Berikut gambar untuk 
penginputan akta kelahiran,  
Gambar 5.10 
Penginputan Data Akta Kelahiran 
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
Gambar di atas menunjukkan tampilan SIAK saat penginputan data untuk 
pencetakan akta kelahiran. Penduduk yang akan mengurus akta kelahiran 
membawa kelengkapan berkas, sesuai dengan persyaratan.  
Gambar berikut ini merupakan alur penerbitan akta kelahiran: 
 
Gambar 5.11 
BAGAN ALUR PENERBITAN AKTA KELAHIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
Dari gambar di atas, penduduk datang ke Dinas membawa berkas sesuai 
persyaratan. Petugas pendukung pelayanan di Dinas kemudian menerima, 
memverifikasi dan memvalidasi berkas tersebur kemudian menyerahkan ke 
PENDUDUK 
Membawa berkas: 
1. Surat pengantar dari 
Lurah/Lembang 
2. Surat kelahiran dari 
dokter/bidan/penolong 
3. Nama dan identitas saksi 
kelahiran 
4. Kartu Keluarga (KK) orang tua 
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
elektronik orang tua 
6. Kutipan Akta Nikah/Akta 
Perkawinan orang tua 
 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Menerima berkas 
2. Memverifikasi dan 
Memvalidasi persyaratan 
berkas. 
 
OPERATOR SIAK 
1. Menginput KK orang tua 
melalui aplikasi SIAK untuk 
memperoleh elemen data 
penduduk yang 
bersangkutan. 
2. Mengakses eleman data 
penduduk yang sudah 
terdapat dalam SIAK dan 
menyerahkan ke petugas 
pelayanan untuk mencetak 
Akta Kelahiran. 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Mencetak Akta Kelahiran sesuai 
dengan data yang diperoleh dari 
SIAK 
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operator SIAK. Operator SIAK kemudian menginput nomor KK melalui aplikasi 
SIAK untuk memperoleh elemen data penduduk yang bersangkutan dan 
mengakses data tersebut, kemudian menyerahkan ke petugas pendukung 
pelayanan untuk mencetak akta kelahiran. Petugas pendukung layanan 
kemudian mencetak akta kelahiran sesuai dengan data yang terdapat dalam 
SIAK. 
Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Seksi Pengembangan 
Aplikasi SIAK: 
“Masyarakat membawa berkas persyaratan, pegawai memverifikasi 
kebenaran data sebelum diinput masuk di SIAK oleh operator. Tetapi jika ada 
masyarakat datanya sudah pernah diinput masuk SIAK kemudian ingin 
mencetak akta kelahiran, maka cukup dengan NIK yang terdapat dalam e-
KTP diinput masuk SIAK maka data kependudukannya akan otomatis muncul 
dan petugas sisa mengakses serta menambahkan data sesuai dengan 
kebutuhan. Di dalam SIAK seluruh data kependudukan sudah lengkap.” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
Untuk pencatatan kelahiran wajib dilaporkan penduduk paling lambat 60 
hari setelah kelahiran, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat 1 yang menyatakan: 
(2) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 
(enam puluh) hari sejak kelahiran. 
Kemudian dalam pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa: 
(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan 
setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. 
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Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, untuk sanksi bagi 
keterlambatan pelaporan kelahiran tidak dikenakan sanksi apapun, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara sudah mengajukan Perda 
untuk pemberian sanksi bagi setiap keterlamabatan pelaporan peristiwa 
pencatatan sipil namun belum disahkan. Berikut kutipan wawancara dengan 
Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara 
“Bagi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran anaknya, tidak 
diberikan sanksi apapun. Perda belum mengatur untuk pemberian sanksi, 
kami sudah mengajukan namun belum disahkan, semoga tahun ini sudah bisa 
disahkan” 
(hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2016) 
Selanjutnya Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK menjelaskan mengenai 
lama waktu penerbitan akta kelahiran: 
“Pengurusan akta kelahiran dapat diselesaikan dalam satu hari, tetapi yang 
menjadi permasalahan apabila datanya tidak lengkap, sehingga perlu diinput 
lagi dan dilengkapi. Penerbitannya bisa diselesaikan dengan cepat apalagi 
sudah sistem online melalui SIAK” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
Penulis juga memperoleh data jumlah kepemilikan akta kelahiran dari 
tahun 2014 dan 2015 yang mengalami peningkatan.  
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Tabel 5.7 
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014 
KECAMATAN 
KEPEMILIKAN AKTA 
KELAHIRAN 
JUMLAH PENDUDUK 
LK PR L + P LK PR L + P 
N N N N n N 
1 2 3 4 8 9 10 
RANTEPAO 2.626 2.470 5.096 15.191 14.745 29.936 
SESEAN 1.441 1.275 2.716 6.987 6.696 13.683 
NANGGALA 1.156 1.027 2.183 5.273 4.889 10.162 
RINDINGALLO 1.142 1.028 2.17 4.793 4.435 9.228 
BUNTAO' 1.389 1.322 2.711 6.504 6.206 12.71 
SA'DAN 1.617 1.488 3.105 8.066 7.772 15.838 
SANGGALANG
I 
1.410 1.443 2.853 6.081 5.968 12.049 
SOPAI 1.997 1.900 3.897 8.301 7.94 16.241 
TIKALA 1.490 1.444 2.934 5.861 5.587 11.448 
BALUSU 840 819 1659 3.812 3.813 7.625 
TALLUNGLIPU 1.623 1.603 3.226 9.16 9.125 18.285 
DENDE' 
PIONGAN 
NAPO 
1.004 908 1.912 4.376 4.2 8.576 
BUNTU 
PEPASAN 
1.263 1.215 2.478 7.072 6.909 13.981 
BARUPPU' 547 551 1098 3.685 3.474 7.159 
KESU' 2.030 2.003 4.033 8.502 8.387 16.889 
TONDON 1.491 1.513 3.004 5.793 5.843 11.636 
BANGKELEKIL
A' 
685 605 1290 3.909 3.723 7.632 
RANTEBUA 784 712 1496 4.683 4.401 9.084 
SESEAN 
SULOARA 
684 621 1305 3.845 3.497 7.342 
KAPALA PITU 853 839 1692 3.699 3.533 7.232 
AWAN RANTE 
KARUA 
500 422 922 2.566 2.473 5.039 
 JUMLAH 26.572 25.208 51.780 128.159 123.616 251.775 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2015 
Berdasarkan tabel di atas jumlah kepemilikan akta kelahiran yaitu sekitar 
51.780 orang dari 251.775 jiwa penduduk Toraja Utara pada tahun 2014. 
Kemudian pada tahun 2015 jumlah kepemilikan akta kelahiran, dapat diliihat 
pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.8 
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2015 
KABUPATEN KOTA 
Jumlah 
Kepemilikan Akta 
Kelahiran 
JUMLAH PENDUDUK 
LK PR LK PR Penduduk 
KODE KECAMATAN N N N N LK+PR 
732601 RANTEPAO 2,989 2,830 14,431 14,074 28,505 
732602 SESEAN 1,640 1,482 6,735 6,552 13,287 
732603 NANGGALA 1,315 1,166 5,312 4,897 10,209 
732604 RINDINGALLO 1,299 1,191 4,819 4,506 9,325 
732605 BUNTAO' 1,522 1,455 6,080 5,849 11,929 
732606 SA'DAN 1,991 1,806 8,692 8,333 17,025 
732607 SANGGALANGI 1,499 1,540 5,742 5,694 11,436 
732608 SOPAI 1,877 1,891 6,389 6,545 12,934 
732609 TIKALA 1,510 1,524 5,165 5,100 10,265 
732610 BALUSU 861 834 3,292 3,377 6,669 
732611 TALLUNGLIPU 1,817 1,769 7,895 7,986 15,881 
732612 
DENDE' 
PIONGAN NAPO 960 888 3,827 3,753 7,580 
732613 
BUNTU 
PEPASAN 1,469 1,427 7,040 6,821 13,861 
732614 BARUPPU' 664 699 3,657 3,475 7,132 
732615 KESU' 2,126 2,109 7,817 7,843 15,660 
732616 TONDON 1,560 1,600 5,012 5,072 10,084 
732617 BANGKELEKILA' 909 812 4,127 3,901 8,028 
732618 RANTEBUA 871 813 4,381 4,170 8,551 
732619 
SESEAN 
SULOARA 705 658 3,156 2,991 6,147 
732620 KAPALA PITU 823 818 3,020 2,943 5,963 
732621 
AWAN RANTE 
KARUA 557 478 2,228 2,177 4,405 
 
 JUMLAH 28,964 27,790 118,817 116,059 234,876 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2015 
Jumlah kepemilikan akta kelahiran berdasarkan tabel di atas adalah 
28.964+27.290 = 56.754 orang dari 234.876 jumlah penduduk pada tahun 2015. 
Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 
2. Akta Kematian 
Akta kematian merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat 
berwenang, sebagai bukti adanya kematian. Berikut gambar tampilan SIAK untuk 
penginputan data Akta kematian: 
84 
 
Gambar 5.12 
Penginputan Data Akta Kematian 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
Gambar di atas menunjukkan tampilan SIAK ketika penginputan data untuk 
pencetakan Akta Kematian, adapun syarat-syarat dan alur penerbitan akta 
kematian adalah sebagai berikut: 
Gambar 5.13 
BAGAN ALUR PENERBITAN AKTA KEMATIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
PENDUDUK 
Membawa berkas: 
1. Surat pengantar dari 
Lurah/Lembang 
2. Fotocopy Kartu Keluarga 
3. Fotocopy SK terakhir (bagi PNS) 
4. Surat keterangan dari rumah sakit 
bagi yang meninggal dunia di 
rumah sakit 
5. Surat keterangan ahli waris dari 
Lurah/Lembang 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Menerima berkas 
2. Memverifikasi dan 
Memvalidasi persyaratan 
berkas. 
 
OPERATOR SIAK 
1. Menginput KK orang tua 
melalui aplikasi SIAK untuk 
memperoleh elemen data 
penduduk yang bersangkutan. 
2. Mengakses eleman data 
penduduk yang sudah terdapat 
dalam SIAK dan menyerahkan 
ke petugas pelayanan untuk 
mencetak Akta Kematian. 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Mencetak Akta Kematian sesuai 
dengan data yang diperoleh dari 
SIAK 
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Untuk penerbitan akta kematian, penduduk datang ke Dinas membawa 
berkas yang dibutuhkan, kemudian petugas pendukung pelayanan di Dinas 
menerima, memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas tersebut, dan 
menyerahkan ke operator SIAK untuk kemudian datanya diinput dan diakses. 
Data kependudukan anggota keluarga yang terdapat dalam SIAK, akan hilang 
dari daftar kartu keluarga ketika akta kematiannya sudah diterbitkan. 
Pencatatan kematian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa: 
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili 
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal kematian. 
 
3. Akta Perkawinan 
Akta perkawinan merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat 
berwenang, yang berkaitan dengan adanya perkawinan dalam rangka 
memperoleh atau mendapatkan kepastian hukum dan tercatat secara sah 
menurut hukum. Untuk penerbitan akta perkawinan dilakukan dengan menginput 
dan mengakses data masuk SIAK. Berikut gambaran tampilan SIAK untuk 
pencetakan akta perkawinan: 
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Gambar 5.14 
Penginputan Data Akta Perkawinan 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
Gambar di atas menunjukkan penginputan data Akta Perkawinan melalui 
SIAK, berikut ini merupakan persyaratan yang perlu dilengkapi penduduk yang 
akan mengurus akta perkawinan: 
Persyaratan Pencatatan Perkawinan: 
1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka 
agama/pendeta atau surat perkawinan penghayatan kepercayaan yang 
ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan; 
2. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau; 
3. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah; 
4. Fotocopy KTP/KK suami isteri 
5. Pas foto gandengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran suami dan isteri 
7. Fotocopy kutipan akta perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya 
atau lebih 
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8. Fotocopy kutipan akta kematian isteri/suami bagi mereka yang 
pasangannya telah meninggal dunia 
9. Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai umur 19 
tahun dan bagi isteri yang belum mencapai umur 16 tahun 
10. Penetapan pengadilan bagi mereka yang pasangannya telah meninggal 
dunia 
11. Penetapan pengadilan bagi suami dan isteri berbeda agama 
12. Ijin dari komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI 
13. Kutipan akta kelahiran anak atau anak-anak yang lahir sebelum terjadi 
perkawinan, apabila akan dilakukan pengesahan anak 
14. Perjanjian perkawinan, apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian 
perkawinan antara suami-isteri 
15. Bagi warga negara asing membawa kelengkapan dokumen keimigrasian: 
- Fotocopy paspor dengan menunjukkan aslinya 
- Fotocopy kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, bagi yang 
telah menjadi penduduk 
- Surat keterangan catatan kepolisian (SKC) dari kepolisian 
- Surat keterangan izin melangsungkan perkawinan dari 
kedutaan/kantor perwakilan negaranya atau keputusan pengganti 
keterangan dari pengadilan dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak 
diterbitkan. 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
 
Penduduk datang ke Dinas membawa berkas kelengkapan sesuai dengan 
persyaratan di atas, kemudian diperiksa oleh petugas pendukung pelayanan di 
Dinas, menyerahkan ke operator SIAK. Operator SIAK kemudian menginput dan 
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menyerahkan kembali ke petugas pendukung pelayanan untuk mencetak akta 
perkawinan. 
 
4. Akta Perceraian 
Akta perceraian merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat 
berwenang, sebagai bukti adanya perceraian dan tercacat secara hukum. 
Gambar berikut ini merupakan tampilan SIAK untuk penginputan data Akta 
Perceraian: 
 
Gambar 5.15 
Penginputan Data Akta Perceraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
Gambar di atas merupakan tampilan SIAK untuk penginputan data akta 
perceraian. Berikut merupakan gambar alur penerbitan akta perceraian: 
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Gambar 5.16 
BAGAN ALUR PENERBITAN AKTA PERCERAIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara Tahun 2016 
Gambar di atas menunjukkan alur yang dilalui penduduk untuk menerbitkan 
akta perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, pasal 40 ayat 1 yang menyatakan: 
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan 
pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
Dengan diterbitkannya akta perceraian maka data kependudukan yang 
terdapat dalam SIAK, akan mengalami perubahan dan secara otomatis tidak 
akan terdaftar lagi dalam kartu keluarga.  
PENDUDUK 
Membawa berkas: 
1. e-KTP penduduk 
2. Kutipan akta perkawinan 
3. Kutipan kartu keluarga 
4. Surat putusan cerai dari 
pengadilan negeri 
 
 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Menerima berkas 
2. Memverifikasi dan 
Memvalidasi persyaratan 
berkas. 
 
OPERATOR SIAK 
1. Menginput KK melalui aplikasi 
SIAK untuk memperoleh 
elemen data penduduk yang 
bersangkutan. 
2. Mengakses eleman data 
penduduk yang sudah terdapat 
dalam SIAK dan menyerahkan 
ke petugas pelayanan untuk 
mencetak Akta Perceraian. 
PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN DI DINAS 
1. Mencetak Akta Perceraian sesuai 
dengan data yang diperoleh dari 
SIAK 
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Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis 
menyikapi bahwa untuk penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga, Akta catatan sipil 
(Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian) seluruh datanya diakses dari 
SIAK. Data kependudukan yang sudah terekam dan terinput masuk SIAK 
digunakan oleh Dukcapil Toraja Utara untuk penerbitan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil. SIAK yang sudah berbasis online memudahkan pegawai 
dalam penerbitan e-KTP, KK dan akta catatan sipil, selain itu juga tidak 
memakan waktu yang lama. 
 
IV.2.3 Sarana dan Prasarana 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala 
sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. 
Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Dalam 
mendukung berjalannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tentunya 
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar lebih efektif dalam 
menghasilkan produk-produk SIAK. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Toraja memiliki berbagai sarana dan prasana untuk menunjang keberlangsungan 
proses pelayanan yang diberikan, terkhususnya bagi pelaksanaan SIAK. Kondisi  
sarana  dan  prasarana  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kab. 
Toraja Utara, yaitu memiliki sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Kartika No. 
16 Nomor Telepon (0423) 21021, dan sarana diantaranya : 
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Tabel 5.9 
Sarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara 
No Sarana  Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
Server  
Komputer 
Printer  
Scanner 
Meja Tulis 
Kursi besi/metal  
Kursi Putar 
Lemari 
Peti Uang 
Filling Kabinet 
Mesin Tik 
Faximile 
Pesawat Telepon 
Camera (Canon) 
Web Camera 
Kendaran bermotor:  
- Roda empat (Toyota Innova) 
- Roda dua (Honda Revo & Kawasaki 
Trail) 
2 buah 
17 buah 
10 buah 
7 buah  
24 buah 
24 buah 
15 buah 
8 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
 
1 buah 
5 buah 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
Untuk fasilitas penunjang operator pelaksana SIAK, berikut kutipan wawancara 
penulis dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK: 
“Masing-masing operator dilengkapi dengan computer, dan beberapa 
diantaranya lengkap beserta printernya. Untuk pencetakan e-KTP ada mesin 
khususnya dan sudah dimiliki di Dinas” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Dukcapil Toraja Utara: 
“Operator dilengkapi dengan computer, untuk pencetakan e-KTP dicetak di 
kantor, karena Dinas sudah punya mesin khusus mencetak e-KTP. Sama halnya 
dengan scanner untuk sidik jari dalam pembuatan e-KTP, semuanya sudah 
lengkap. Untuk cetak akta juga sudah lengkap” 
(hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016) 
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Gambar berikut ini menunjukkan keadaan operator pengelola SIAK pada salah 
satu ruangan: 
Gambar 5.17 
Ruangan Operator SIAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara tahun 2016 
Kedua gambar di atas menunjukkan keadaan ruangan operator pengelola 
SIAK beserta sarana dan prasarana penunjang SIAK. Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan yang berbasis online, tentunya harus didukung 
dengan jaringan internet yang kuat. Berikut kutipan wawancara penulis dengan 
Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK: 
“Dinas punya server sendiri yang terkonsolidasi ke pusat, juga didukung 
dengan jaringan internet yang dimiliki sendiri sehingga untuk gangguan 
jaringan sudah lebih minim. Server berjalan 24 jam dan terconnect terus” 
(hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016) 
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Penulis juga memperoleh informasi dari salah seorang masyarakat Ibu A 
yang datang mengurus akta kelahiran di Dinas: 
“Saya urus akta kelahiran, katanya pake internet dikirim datanya, jadi tidak 
perlu kan menunggu lama. Cuma karena banyak yang antri baru kalau ada 
lagi masalah datanya itu yang buat lama menunggu” 
(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2016) 
 
 Dari hasil data-data di atas, penulis menyikapi sarana dan prasarana untuk 
pengelolaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai. 
Pengelolaan SIAK didukung dengan tersedianya computer untuk masing-masing 
operator, mesin printer, mesin pencetak e-KTP, server jaringan yang dimiliki 
sendiri oleh Dinas. 
Dari ketiga indikator mengukur efektifitas sistem informasi administrasi 
kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara, 
ditinjau dari segi proses dengan indikator sumber daya manusia, data 
kependudukan, sarana dan prasarana, penulis beranggapan dari semua data 
dan wawancara yang diperoleh di atas, bahwa Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan sejauh ini sudah berjalan dengan efektif di Toraja Utara. 
Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan 
didukung sarana dan prasarana yang memadai, sudah berjalan dengan efektif. 
Kepemilikan e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan, dan penerbitannya pun tidak memakan waktu yang 
lama. Dengan SIAK, database kependudukan lebih mudah diakses dan akan 
semakin mempermudah Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil dalam 
penerbitan produ-produk SIAK itu sendiri. 
 
 
 
94 
 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
menurut penulis efektifitas sistem informasi administrasi kependudukan pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara sudah terlaksana cukup 
efektif, walaupun tenaga operator pengelola SIAK semuanya adalah tenaga 
kontrak. 
Dari penjelasan yang diberikan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara telah terlaksana dengan cukup 
efektif. Sumber daya manusia yang mengelola data kependudukan dan 
menghasilkan produk SIAK dan didukung oleh sarana yang cukup memadai, 
sudah berjalan cukup efektif. 
 
VI.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis kemudian memberikan beberapa 
saran yang diharapkan menjadi masukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan 
SIAK pada Dukcapil Toraja Utara lebih efektif, antara lain: 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara diharapkan 
melaksanakan sosialisasi mengenai Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan yang berbasis online kepada masyarakat. 
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara disarankan untuk 
memasang papan informasi mengenai alur penerbitan e-KTP, KK, dan 
akta-akta. 
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3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara diharapkan lebih 
meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan SIAK. 
Setiap sumber daya manusia diharapkan mampu menciptakan sinergi 
dalam melaksanakan tugas hariannya sehingga tercipta lingkungan kerja 
yang kondusif dan pelaksanaan tugas yang lebih efektif. 
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